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ABSTRAK
Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debit Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam
(Studi Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)
Oleh: Muhammad Yassir Fahmi

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada, BMI terus menerus
berusaha meningkatkan pelayanan serta pengembangan terhadap infrastruktur seperti
Jjaringan, teknologi dan sumber daya manusia. Salah satu perkembangan infrastruktur
yang dilakukan oleh BMI termasuk cabang Yogyakarta adalah perkembangan terhadap
beberapa produk dan jasa layanannya, berupa transaksi jual beli dengan kartu debit pada
merchant debit yang telah disediakan.

Ada dua faktor yang paling mendasar untuk mendorong penelitian ini dilaksanakan,
Yaitu dari aspek sosial dan akademis. Dari aspek sosial adalah kurangnya pemahaman
masyarakat pada umumnya, termasuk masyarakat Yogyakarta mengenai produk-produk
perbankan syariah, khususnya mengenai jasa layanan yang diberikan BMI, yaitu transaksi
Jual beli dengan kartu debit pada merchant debit ditinjau dari perspektif hukum Islam.
Sedangkan dari aspek akademis idlah belum)adanya penelitian yang membahas tentang
hal ini serta belum keluarnya fatwa dari MUI sebagai penegasan tentang legalitas prakek
perbankan ini di Indonesia.

Berdasarkan jenis penelitian yang dipakai, penelitian ini digolongkan sebagai
penelitian figh. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mekanisme,
akad-akad dalam proses transaksi jual |beli dengan kartu debit, bentuk serta hukum
kerjasama antara BMI dengan BCA4, dalil-dalil yang berkaitan dengan akad-akad dalam
mekanisme jual beli dengan kartu debitdan dalil yang berkaitan terhadap kerjasama BMI
dengan BCA dan hukum jual beéli dengan’ kartu debit. Oleh karena itu, data dalam
penelitian diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu data lapangan dan kepustakaan.
Tehnik pengumpulan data lapangan dilaksanakan dengan cara observasi, wawancara dan
dokumentasi. Sedangkan data kepustakaan<melalui pengumpulan bahan pustaka. Data
dianalisis dengan cara editing, reduksi dan  klasifikasi. Lalu ditafsirkan dengan
pendekatan sosilogis-normatif.

Dari  hasil penelitian yang~ diperoleh” dalam pelaksanaannya ternyata BMI
bekerjasama dengan BCA, kerjasama-ini dibolehkan menurut pandangan syariah. Dalam
mekanisme transaksi jual belt menggunakan kartu Shar-E terdapat beberapa pihak yang
terlibat dan beberapa akad yang secara otomatis terjalin di antara pihak-pihak yang
terlibat tersebut. Akad-akad ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam
melakasanakan proses transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E. Keabsahan semua
akad-akad yang ada dalam mekanisme transaksi ini sangat mutlak dipenuhi agar transaksi
Jual beli dengan kartu Shar-E sesuai dengan pengertian akad ditinjau dari persfektif
hukum Islam. Transaksi jual beli dengan kartu debit yang sesuai dengan pengertian
sahnya suatu akad mempunyai landasan hukum untuk dipraktekkan berdasarkan pada
dalil-dalil penetapan syariah baik dari ushul figh maupun kaidah-kaidah figh.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi mengenai
mekanisme transaksi juak beli dengan kartu Shar-E, akad-akad yang ada dalam
mekanisme dan proses transaksi tersebut baik untuk masyarakat, praktis perbankan
maupun akademisi. Sehingga mayarakat para pengguna layanan jasa ini dapat
melaksanakan transaksi ini dengan mempunyai keyakinan akan keabsahannya menurut
hukum Islam dan dapat memberikan inspirasi kepada para praktisi perbankan Islam
maupun akademisi untuk melaksanakan rekunstruksi yang lebih baik dalam
penyelenggaraan layananan jasa ini.

Kata kunct: transaksi jual beli, kartu debet, presfektif hukum Islam
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ABSTRACT
Buying and Selling Transaction Using Debit Card
Contemplated From Islamic Law
(Studying at Yogyakarta Branch of Indonesian Muamalat Bank)
by: M Yassir Fahmi

In line with the present development of era and technology, BMI keeps
trying to do its best to improve the service and development to the
infrastructure such as its network, technology, and human resources. One
development of infrastructure carried out by BMI including that of Yogyakarta
Branch is the development towards its products and services, in the form of sale
transactions using the debit card to the available debit merchants.

There are two fundamental factors underlining this study, i.e. the social
and academic aspects. The social aspect is the lack of or limited understanding
of general public, including Yogyakarta community about the products of
syariah banking, especially the products and services provided by BM], i.e. sale
transactions using debit card on-certain-debit merchants viewed from Islamic
Law perspectives. While the academic aspect is the lack of or limited research
conducted focusing on this matter and the lack of decision from MUI regarding
the legality of this kind of banking practice in Indonesia.

Based on its type, this study can be categorized as figh research. In this
study, the objects of research-were the mechanism, akads (agreements) in the
process of sale transactions using debit card, form and contract of
collaboration between BMI and BCA/ the Islamic propositions concerning with
the akad in the sale mechanism using’ debit card and propositions concerning
with the collaboration between' BMI and BCA in the sale contract using debit
cards. Therefore, data in this study were classified into two types, i.e. field data
and library data. \Field data wére_collected using observation, interview, and
documentation, while library data-were collected by means of library study. The
data were edited, reduced,and classified before being analyzed and further
interpreted using normative-seciological-approdch.

The results of the research _show that in practice, the collaboration
between BMI and BCAvis allowed viewed from Islamic Law perspective. In the
sale mechanism using Shar-E card, there are some parties being involved and
some akads (agreements) which are automatically present among the involved
parties. These akads were interrelated and cannot be separated in conducting
the sale transaction using Shar-E card. All the akads have to be satisfied in
order that the sale transactions using Shar-E card can meet the definitions of
akad in Islamic Law perspectives. Sale tranmsaction using debit card as
acceptable as the definitions of akad in Islamic Law perspective based to
practicable on ushul figh and principles of figh.

This study can hopefully provide knowledge and information concerning
with the mechanism of sale transactions using Shar-E card, the akads within the
mechanism and transactions either for the community, banking practitioners
and academicians. Therefore, the people using this service can perform the
transaction with full belief that it is suitable to Islamic perspectives.

Key words: sale transaction, debit card, Islamic Law perspectives



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia yang dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah
penduduk muslim terbesar di dunia patut disayangkan karena baru merespon
lembaga keuangan Islam pada akhir tahun 1990-an, bermula dari rekomendasi
lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan tanggal 18-20 Agustus
1990, Indonesia tertinggal‘jauh jika dibandingkan dengan negara-negara
Islam di Timur Tengah, bahkan tetangganya Malaysia. Gagasan pendirian
bank Islam muncul untuk mengganti sistem perbankan konvensional yang
berdasarkan sistem bunga, baik  dalam—penghimpunan dan penyaluran
dananya. Di Mesir atas prakarsa Ahmad Najjar, dibentuklah sebuah lembaga
keuangan pedesaan yang bernama Bank MityGhamr/Local Saving pada awal
tahun 60-an. Proyek terobosan itu ternyata sangat sukses dalam melaksanakan
kegiatan perbankan)sesuai-dengan syari‘at-Islamy sehingga Bank Mit Ghamr
Local Saving memberikan inspirasi bagi umat muslim di dunia. Hal ini dapat
dilihat dengan berdirinya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975,
sebagai bank pembangunan yang berpusat di Jeddah.’

Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) ini kemudian memicu

berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Di Indonesia, bank Isiam

! Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta:

Bank Indonesia dan Tazkia Institut, 1999), hal 278
? Adiwarman Karim, Bank Islam : Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2004), hal 18



pertama adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun
1991, namun baru beroperasi pada 1 Mei 1992. Berawal dari rekomendasi
lokakarya MUI tentang bunga bank dan perbankan seperti disebutkan di atas
tanggal 18-20 Agustus 1990, kemudian dipertegas dalam Munas VI MUI
tanggal 22-25 Agustus 1990. Bank Muamalat Indonesia (BMI) lahir sebagat
hasil kerja Tim Perbankan MUI, yang akte pendiriannya ditandatangani pada
tanggal 1 November 1991

Seiring berkembangnya BMI, banyak pula bank umum lainnya yang
membuka unit syariah, sehingga. BMI' sebagai bank syariah pertama di
Indonesia dituntut untuk mampu memenuhi keinginan masyarakat muslim,
khususnya dalam melaksanakan  transaksi tanpa harus berurusan dengan
masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik dan mengeluarkan
produk-produk_maupun layanan perbankan/ yang sesuai dengan ketentuan

 syariah.

Syariah mempunyai\dua pengertian, yaith dalam arti luas dan dalam
arti yang khusus. Dalam arti luas, syariah diartikan sebagai keseluruhan ajaran
dari norma-norma yang dibawa Nabi Saw. untuk mengatur kehidupan, baik
dari aspek kepercayaan maupun tingkah laku. Pengertian yang kedua syariah
diartikan sebagai kumpulan ajaran (secara praktis) yang mengatur tingkah
laku kongkret manusia. Syariah dalam arti sempit inilah yang dikenal dan
diterjemahkan menjadi hukum Islam*. Hukum Islam ialah istilah khas

Indonesia yang diterjemahkan secara harfiyah dari term Islamis Law dari

3 Syamsul Anwar, Permasalahan Produk-Produk Bank Syariah : Studi Tentang Ba'i
Muajjal, (Yogyakarta: P3M UIN Sunan Kalijaga, 1995), him 17
4 Ibid, hal 5



literatur Barat.’ Syariah (hukum Islam) menjadi acuan dalam aktivitas
ekonomi menurut Islam dikarenakan umat Islam selain meyakini kebenaran
syariah karena berdasarkan wahyu Allah juga disebabkan umat Islam
memahami bahwa tujuan aktivitas ekonomi bukan hanya mencari keuntungan
materi semata tetapi juga mencari keuntungan pada aspek spiritual. Disinilah
posisi strategis syariah dalam ekonomi menurut pandangan Islam.

Seiring dengan perkembangan-zaman dan teknologi yang ada, BMI
terus menerus berusaha K meningkatkan “pelayanan serta pengembangan
terhadap infrastruktur sepenti jaringan, teknologi dan sumber daya manusia.
Adapun beberapa aliansi strategis telah dilakukan BMI, seperti bergabung
dengan ATM bersama dan.47M|BCA (yang memungkinkan nasabah untuk
mengakses di lebih dari 10.000 ATM dan pelayanan transaksi jual beli
menggunakan-kartu debit pada-18.000 Merchant debit, yang terbesar diseluruh
daerah di Indonesia.

Melihat perkembangan )infrastruktur- yang\ dilakukan olech BMI
terhadap beberapa produk dan jasa layanannya, khususnya pada transaksi jual
beli dengan kartu debit pada merchant yang telah disediakan. Sangatlah
penting untuk mencermati permasatahan yang ada.

Banyak faktor yang mendorong perlunya untuk melaksanakan
penelitian tentang transaksi jual beli dengan kartu debit ditinjau dari perspektif
syariah ini, khususnya BMI cabang Yogyakarta. Pemilihan tempat penelitian

BMI cabang Yogyakarta selain untuk kemudahan penulis dalam

5 Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam Menjawab Tantangan
Zaman yang Terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 3



melaksanakan penggalian sumber data, seperti banyaknya merchant debit
yang tersebar di kota Yogyakarta di bandingkan kota-kota lain, sebagai wadah
transaksi dengan kartu debit. Disamping itu hal yang paling penting
dikarenakan belum adanya penelitian tentang produk dan layananan jasa BMI
cabang Yogyakara, khususnya tentang masalah transaksi jual beli
menggunakan kartu debit.

Di antara faktor-faktor-lain-yang mendorong penelitian ini antara lain,
vaitu kurangnya pemahaman masyarakat pada umumnya, termasuk
masyarakat Yogyakarta mengenaiproduk-produk perbankan syariah, baik dari
pengumpulan dana, pembiayaan dan jasa, khususnya mengenai jasa layanan
yang diberikan BMI, yaitu transaksi jual beli dengan kartu debit dan prosesnya
pada merchant debit ditinjau dari perspektif syariah atau hukum Islam.
Disebabkan pengetahuanvtentang akad-akad yang-ada.dalam proses dan
mekanisme transaksi dengan kartu debit ditinjau dari persfektif hukum Islam
masih sedikit yang mengkajinya secara mendalam.

Dalam proses dan mekanisme transaksi dengan kartu debit ini, BMI
bekerjasama dengan Bank Central Asia (BCA) yang notabenenya adalah bank
konvensional maka pemahaman terhadap kerjasama ini dalam proses dan
mekanisme transaksi dengan kartu debit juga perlu untuk dipahami dan
dianalisis dari persfektif hukum Islam (syariah).

Perlunya kajian secara akademis juga disebabkan banyaknya
perbankan yang melabelkan diri dengan syariah, karena dianggap bahwa

produk-produk serta layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat sesuai



dengan syar’’at Islam, ternyata dalam prakteknya banyak terjadi
penyimpangan-penyimpangan dari syari’at yang telah dirumuskan (hukum
Islam). Hal ini juga dideskripsikan oleh Ascarya bahwa dalam melaksanakan
kegiatan perbankan di Indonesia, belum dapat sepenuhnya sesuai dengan
ketentuan syariah karena berbagai kendala.® Maka produk dan layanan jasa
berupa transaksi dengan kartu debit pada merchant debit yang diberikan oleh
BMI juga perlu untuk dicermati menurut perspektif syariah.

Hal yang tidak kalah penting jugd yaitu belum adanya fatwa dari
Majelis Ulama Indonesia (MUI),sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa
mengenai suatu hukum syariah di Indonesia/tentang transaksi jual beli dcngan
kartu debit, tidak seperti kartu kredit.(credit card) dan change card yang sudah
difatwakan oleh MUL’ Sehingga perlu suatu kajian secara akademis mengenai
hukum transaksi jual'beli ‘déngan kartu,.debit pada merchant'debit ditinjau dari
segi akad yang digunakan maupun ptoses dan mekanismenya secara hukum
Islam, bentuk danhukum kerjasama BMI dengan BCA serta hukum jual beli
dengan kartu debit itu sendiri menurut hukum Islam. Maka penelitian tentang
produk dan layanan jasa yang BMI ini perlu untuk dilaksanakan agar

kemaslahatan sebagai tujuan dari ekonomi dan syari’at Islam dapat tercapai.

§ Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal
214

? Tim Penulis Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa
Dewan Syariah Nasional, Cet ke II, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal 296



B. Rumusan Masalah
Pokok masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jual beli dengan kartu debit pada merchant debit
yang disediakan oleh BMI cabang Yogyakarta?

2. Bagaimana pandangan syariah terhadap kerjasama antara BMI dengan
BCA yang notabenenya merupakan bank konvensional (non syariah)
dalam menyelengarakan proses dan mekanisme transaksi jual beli dengan
kartu debit pada merchant debit 7

3. Akad-akad apa saja yang terdapat dalam-proses transaksi jual beli dengan
kartu debit pada merchant dan bagaimana keabsahannya akad-akad
tersebut menurut hukum Islam?

4. Bagaimana landasan dan hukum transaksi jual beli dengan kartu debit

tersebut menurut hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mendeskripsikan mekanisme jual beli dengan kartu debit
pada merchant debit yang disediakan oleh BMI cabang
Yogyakarta.
b. Untuk menjelaskan kerjasama antara BMI dengan BCA vang
notabenenya merupakan bank konvensional (non syariah), dalam

menyelengarakan transaksi jual beli dengan kartu debit pada



merchant debit serta menganalisisnya dengan kaca mata hukum
Islam.

¢. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan syariah
terhadap akad-akad dalam proses transaksi jual beli dengan kartu
debit pada merchant debit yang disediakan oleh BMI cabang
Yogyakarta dan hukum transaksi jual beli dengan kartu debit
tersebut menurut syariah.

2. Manfaat Penelitian
Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat serta
konstribusi baik bagi masyarakat, praktisi maupun akademisi. Diantara
manfaat dan kegunaannya antara lain, yaitu :

a. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi agar
masyarakat pada umumnya. dan mayarakat )Yogjakarta pada
khususnya dapat-mengetahui dan memahami produk-produk dan
layanan jasa perbankan!syariah, khususnya layanan jasa transaksi
jual beli dengan kartu debit pada merchant debit yang disediakan
BMI serta hukumnya ditinjau dari perspektif syariah.

b. Untuk praktisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan
bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu
diadakan perbaikan dan pembenahan, khususnya bagi BMI dalam
rangka memberikan pelayanan yang optimal demi tercapatannya

kemaslahatan sebagaimana tujuan ekonomi dan syariah Islam.



c. Adapun bagi akademisi, diharapkan hasi! penelitian ini dapat
dijadikan referensi secara wacana bagaimana syariah memandang
akad dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit pada

merchant debit yang dikembangkan oleh BMI

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebelumnya
pernah dilakukan oleh HAlfred. L.® Penelitian ini berupa tesis yang
mengambil tema “Analisis Sikap.Nasabah Terhadap Produk BMI (studi pada
BMI cabang Surabayaj”, BMI merupakan alternatif pilihan bagi sebagian
masyarakat yang menginginkan kehidupan ekonomi yang yang berorientasi
pada ajaran agama. Peran serta aktif BMI menjadi sangat penting dalam
upaya meningkatkan ekonomi _makro yang| berorientasi_kerakyatan dengan
tingkat ketahanan yang tinggi. Pemabaman terhadap sikap nasabah beserta
karateristiknya sangat' membantu~pengelolaan |dan\ strategi pengembangan
BMI yang lebih berorientasi pada nasabah, sehingga mampu bersaing dengan
bank lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: karakteristik
nasabah BMI, motivasi nasabah mengambil produk BMI, serta sikap nasabah
terhadap produk BMI. Adapun hasil dari penelitian ini, ialah: nasabah BMI
mempunyai berbagai karateristik dalam hal jenis kelamin, pekerjaan,

pendidikan, lama menjadi nasabah, serta motivasi dalam mengambil produk,

® H. Alfred L, Analisis Sikap Nasabah Terhadap Produk BMI (Studi pada BMI cabang
Surabaya), Tesis Yogyskarta : Magister Studi Islam U, 2002, ham 13



dalam motivasi nasabah mengambil produk ada yang berorientasi untuk
mengambil keuntungan kehidupan dit dunia dan akhirat.

Penelitian dengan bentuk tesis juga telah dilakukan oleh Muhibbudin’
dengan mengangkat judul “Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syariah
(studi pada BMI cabang Makassar)”, di mana dijelaskan dalam penelitian
tersebut bahwa ciri khas bank syariah adalah menggunakan pendekatan yang
mengutamakan prinsip keadilan, dan tidak memberlakukan sistem bunga.
Para ahli ekonomi Islam sepakat bahwa reorganisasi perbankan Islam harus
dilakukan dengan berdasarkan syirkah' (kemitraan usaha) dan mudharabah
(bagi hasil). Dalam tinjapan lain, karakteristik kondisi sosial budaya dan
keagamaan pada masyarakat Makassar, yaitu jumlah mayoritas muslim dan
tingkat religiusitas yang tinggi masyarakat Makassar dalam kehidupan
kesehariannya diduga mempunyal pengaruh terhadap -persepsi masyarakat
dan pandangan mereka t¢rhadap keberadaan bank syariah.

Untuk ity [tujuan “daripenclitian dni, | adalah: untuk mengetahui
tanggapan masyarakat Makassar terhadap keberadaan bank syariah, juga
untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
tanggapan masyarakat tersebut. Adapun hasil yang didapat dari hasil
penelitian int ialah; bahwa masih banyak masyarakat yang belum begitu
mengetahui tentang keberadaan bank syariah, dan masih banyak pula
masyarakat yang ragu-ragu dengan penerapan konsep anti riba pada bunga

bank. Di lain pihak, banyak masyarakat yang setuju dengan bank syariah

® Muhibbudin, “Tanggapan Masyarakat Terhadap Bank Syari’ah (Studi pada Bank
Muamalat Indonesia Makassar)”, Tesis, Yogyakarta : Magister Studi Is{fam, 2002, hal 12
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pada konsep prinsip bagi hasil dan pelaksanaan syari’at Islam oleh bank
syartah. Dari hasil penelitian tersebut peneliti mencoba memberikan solusi
atau rekomendasi yang bisa diberikan, antara lain: membenahi terlebih
dahulu lembaga perbankan syariah ke dalam, baik menyangkut manajemen
dan administrasi yang tepat guna, sumber daya manusia (SDM) yang bonafit,
terutama merekrut tenaga ahli yang mengerti operasional perbankan
sekaligus syari’at Islam, meyakinkan bahwa produk yang dioperasionalkan
sesuai dengan konsep syariah melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta
terus melakukan sosialisasi (eksfern)yang berkesinambungan (continue)
kepada masyarakat.

Peneliti sebelumnya Indah Piliyanti,’© mengangkat tema penerapan
konsep “The Celestial Manajement (studi pada BMI cabang Yogyakarta),”
penelitian ini juga berbentuk tesis, di‘'mana peneliti‘menjelaskan bank syariah
pada prakteknya harus mengacu pada\etika dan nilai-nilai //ahiyah sebagai
konsekuensi atas)konsep-syariah yang dianutnya. Sehingga apabila hal-hal
tersebut diabaikan, maka reputasi BMI sebagai bank syariah pertama di
Indonesia dipertanyakan. BMI sewajarnya memiliki konsep manajemen yang
digunakan sebagai budaya organisasi, yaitu The Celestial Manajement.
Konsep ini mencoba menjelaskan pesan-pesan agama dan hadis Nabi SAW
dalam berbisnis, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep
The Celestial Manajement pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang

Yogyakarta. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman-pemahaman

' Indah Piliyanti, “Penerapan Konsep The Celestical Management (Studi pada BMI cab
Yogyakarta)”, Tesis , Yogyakarta: Magister Studi Islam UTI, 2002, hal 14
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karyawan terhadap konsep The Celestial Manajement terhadap performance
quality atau (kinerja karyawan). Adapun hasil dan manfaat yang didapat dari
penelitian ini ialah, bahwa secara teori membuktikan bahwa manajemen
bisnis berbasis spiritual (spiritual based manajement), mampu menunjukan
kinerja terbaik, implikasi manajerial dari penelitian ini adalah memberikan
masukan pada manajemen BMI cabang Yogyakarta tentang pemahaman
karyawan terhadap konsep The Celestial Manajement, komitmen karyawan
dan kinerja karyawan saat ini.

Penelitian lain yang telah,dilaksanakan di BMI cabang Yogyakarta
dilakukan oleh Arnief Racman Matani dengan judul Link ATM Bank Syariah
ke Bank Konvensional Perspektif Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat
Indonesia Cabang Yogyakarta),"' mendeskripsikan tentang mekanisme link
ATM bank syariah ke bank konvensional, yaitu bank BCA beserta akad-
akad yang digunakan dalamiink ATM bank ke bank konvensional perspektif
syariah.

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa akad yang digunakan dalam
link ATM dann BMI ke bank konvensional adalah akad ijarah. Dalam
penelitian itu diketahui bahwa BMI bekerjasama dengan BCA dalam
melaksanakan link ATM dan kerjasama tersebut dibolehkan menurut syariah.

Masih banyak lagi penelitian-penelitian tentang BMI yang tidak dapat
dilacak satu persatu oleh peneliti saat ini. Namun, penelitian-penelitian

tentang BMI oleh para ahli dan peneliti pada umumnya masih berkisar pada

! Arief Rahman Matani, “Link ATM Bank Syariah ke Bank Konvensional Perspektif
Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Yogyakarta)”, La_Riba, Vol I, No 2
(Desember, 2007), hal 265
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penelitian terhadap nasabah dan karyawan BMI dan jarang menyentuh
tentang mekanisme layanan jasa yang diberikan oleh BMI kepada
nasabahnya, khususnya dalam layanan transaksi jual beli dengan kartu debit
pada merchant debit yang telah disediakan BMI (cabang Yogyakarta) betum
ada yang mengkajinya secara akademis.

Berdasarkan kenyataan itulah, keberadaan penelitian ini menjadi
penting dalam upaya melengkapi penelitian yang terdahulu, dengan
mengangkat tema “Transaksi Jual Beli dengan Kartu Debit Ditinjau dari
Perspektift Hukum Islam |(Studi,Pada‘Bank Muamalat Indonesia Cabang
Yogyakarta)”. Secara otomatis, penelitian ini memiliki bobot perbedaan yang
signifikan dengan penelitian-penelitian tentang BMI sebelumnya. Sehingga
nantinya diharapkan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan
serta konstribusi kepada perbankan.sSyariah dan, masyarakat, tentang
pandangan syariah (hukum-lslam)/terhadap akad-akad dalam mekanisme
transaksi jual beli derigan-kartu, debit \padadmerchant debit yang disediakan
BMI (cabang Yogyakarta), hukum transaksi jual beli dengan kartu ini serta
pandangan hukum Islam tentang kerjasama antara BMI dengan bank

konvensional dalam mekanisme transaksi jual beli menggunakan kartu debit.

. Kerangka Teori
1. Akad Presfektif Syariah

a. Definisi Akad Macam-Macamnya
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Istitah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad”
dalam hukum Islam.'? Kata “akad” berasal dari kata al-‘aqd, yang
berarti “mengikat, menyambung, atau menghubungkan (a/-rabt)”.
Sebagai suatu istilah hukum Islam, banyak pendapat tentang definisi
yang diberikan kepada akad (perjanjian). Menurut Pasal 262
Mursyid al-Hairan, akad merupakan “pertemuan 1jab yang diajukan
oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang
menimbulkan akibat hukum. pada objek akad.””

Definisi akad yang lain adalah: pertemuan ijab dan kabul
sebagai pernyataan-kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan
suatu akibat hukum pada- objekiya." Kedua definisi di atas
memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau
pertemuan ijab dan kabul yang. berakibat‘timbulnya akibat hukum.
Jjab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan
kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai
tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak
terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak
terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak
kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad

adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu

12 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad dalam Figih
Muamalat}, (Jakarta ‘PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 68

Y Ahmad Abu al Fath, Kitab al Mu'amalat fi asy Syariah al Islamiyyah wa al Qawanin al
Mishriyyah, (Mesir: Matba’ah at Busfir, 1913), hal 139

4 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah., hal 69
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pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan
hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau
pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut
tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak
memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak
adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modem. Pada zaman pra
modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha
memang memisahkan secara tegas-kehendak sepihak dan akad, akan
tetapi sebagian lain (menjadikari)akad meliputi juga kehendak
sepihak. Bahkan kefika berbincang tentang aneka ragam akad khusus
mercka tidak membedakan akad-dan kehendak sepihak sehingga
mercka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama
dengan pémbahasan mengenaiyjual beli;, sewa-menyewa dan
semacamnya, serta mendi;;kusikan apakah hibah memerlukan ijab
dan kabul atau cukup-ijabsaja:’>

Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.
Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang ingin
dicapai dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui
perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut
“hukum akad” (hukmu al-‘aqd). Tercapainya tujuan akad tercermin
pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam jual

beli adalah untuk melakukan pemindahan kepemilikan, maka

135 Ibid, hal 69
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terjadinya pemindahan kepemilikan tersebut merupakan akibat
hukum akad jual beli. Akibat hukum inilah yang disebut kemudian
sebagai hukum akad. '°

Hukum akad terbagi menjadi dua macam, yaitu hukum akad
pokok dan hukum akad tambahan. Hukum akad pokok adalah akibat
hukum akad karena penutupan akad. Bila tujuan akad dalam jual
beli, misalnya, adalah pemindahan kepemilikan barang dari penjual
ke pembeli dengan suatu imbalan-dari pembeli, maka hukum pokok
akad jual beli adalah terjadinya ‘pemindahan kepemilikan barang
yang dimaksud."’

Untuk merealisastkan hukum pokok akad, maka para pihak
memikul kewajiban yang sekaligus kewajiban pihak lain. Misalnya
dalam akad jual beli, penjual. berkewajiban menyerahkag barang
yang merupakan hak kepada\pembeli, dan pembeli berkewajiban
menyerahkan | harga~yang |merupakan hak penjual. Hak dan
kewajiban ini disebut hak-hak akad dan disebut juga akibat hukum
tambahan. '*

Akibat hukum tambahan ini dibedakan menjadi dua macam
yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum
yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Akibat hukum yang telah
dicontohkan tadi merupakan akibat hukum yang ditentukan syariah.

Sedangkan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri

16 Ibid, hal 69
Y Ibid hal 70
'8 1bid, hal 71
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adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingan
mereka, seperti penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar
oleh penjual atas biaya penjual.”

Akad dibedakan menjadi berbagai klasifikasi ditinjau dan
beberapa persfektif. Diantaranya, yaitu dilihat dan segi ditentukan
atau tidak ditentukan namanya, akad terbagi menjadi akad bernama
(al ‘ugiid al musamma) dan akad tidak bernama (al ‘ugad gairu al-
musamma). Yang dimaksud akad bernama ialah akad yang telah
ditentukan namanya (sebutannya)'oleh Pembuat Hukum seperti a/
ba'i (jual beli), ijarah (sewa menyewa) dan lain-lain. Para ulama
figh berbeda pendapat mengenai  jumlah akad yang bernama.
Sedangkan akad yang tidak bemmama adalah akad yang tidak
ditentukan namanya oleh Pembuat Hukum-sepertivijarah muntahiya
bi al-tamlik, bai! bi-al-wafa (jual beli/opsi) dan lain-lain.

Ditinjau-dari-segidilarang@tau dibolehkannya oleh syara’,
akad digolongkan menjadi akad masyrd’ dan akad terlarang. Akad
masyri’ adalah akad yang dibenarkan oleh syara’ untuk
dilaksanakan seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain.
Sedangkan gairu masyrii’ sebaliknya, yaitu akad yang dilarang oleh
syara’ untuk diselenggarakan seperti akad jual beli janin, nikah

mut'ah dan lain-lain.?'

' Ibid, hal 71

 Ibid, hal 70-73

' M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2002), hal 110
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Ditinjau dari sah atau tidaknya akad, akad juga terbagi
menjadi akad sah dan akad yang tidak sah. Akad sah adalah akad
yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat dalam akad
yang telah ditentukan syara’. Sedangkan akad yang tidak sah adalah
akad yang tidak terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya yang
telah ditentukan syara’.*’

b. Asas-Asas Akad dalam Hukum Islam,

Asas-asas akad adalah landasan prinsip dalam pelaksanaan
akad. Asas-asas akad ini dirumuskan dari prinsip-prinsip umum yang
terdapat dalam pelaksanaan akad menurut syariah (hukum Islam).
Menurut Syamsul Anwar asas-asas akad ini antara lain, yaitu:

1) Asas kebolehan (Mabda’ al-Ibahah)
Asas ibahah adalahasas-hukum Istam dalam bldang

muamalah secara-umum: ‘Asas umum ini“dirumuskan dalam
adigium “Pada-asasnya sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada
dalil yang melarangnya Asas ini kebalikan dari asas yang
berlaku dalam ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-
tindakan,ibadah berlaku, asas-bahwa béntuk-bentuk ibadah yang
sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalil-dalil syariah.
Orang tidak dapat membuat bentuk baru ibadah yang tidak
pernah ditentukan oleh Nabi Saw. Bentuk-bentuk baru ibadah
yang dibuat tanpa pernah diajarkan oleh Nabi Saw. itu disebut
bid’ah dan hukumnya tidak boleh.

Sebaliknya dalam tindakan-tindakan muamalah berlaku
asas sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu sah dilakukan
sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu. Bila
dikaitkan tindakan hukum, khususnya akad, maka berarti bahwa
akad apapun dapat dibuat sejauh tidak ada larangan khusus
mengenai perjanjian tersebut.

2) Asas kebebasan (Mabda al-Huriyyah)

Hukum Isiam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu
prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat
membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama

22 Ibid, hal 111
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(istilah-istilah) yang telah ditentukan dalam syariah dan
memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya
sesuai kepentingannya sejauh tidak berakibat tidak makan harta
sesama dengan cara bathil.

Kebebasan berakad ini dipahami dan diinterpretasikan
dari keumuman kata “akad” dalam nash-nash al Qur’an, Sunnah
Nabi Saw. serta kaidah kaidah hukum Islam. Asas ini
merupakan realisasi lebih jauh dani asas ibahah dalam
muamalah. Kebebasan dalam berakad menurut persfektif hukum
Islam dibatasi oleh norma-norma larangan dalam melaksanakan
muamalah seperti memakan harta sesama manusia dengan jalan
bathil.

Asas Konsensualisme (Mabda a- Rada’iyyah)

Asas Konsensualisme (kesepakatan) menyatakan bahwa
untuk terciptanya suatu akad’cukup dengan tercapainya kata
sepakat antara para;pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-
formalitas tertentu.yAyat-ayat-al Qur’an dan Hadis Nabi Saw.
serta kaidah hukum Islam merupakan dasar dari asas ini dalam
pelaksanaan akad.

Asas Jan)i itu Mengikat

Dalam al - Quran .dan_Hadis terdapat banyak perintah
tentang kewajiban juntuk’ memenuhi janji. Ini menunjukkan
bahwa janji selain wajib dipenuhi berarti juga mengikat.

Asas, Keseimbangan dan Keadilan.(Mabda-al-Tawazun fi al-
Mufawwadah)

Hukum_ Islam menekankan keseimbangan dalam
bertransaksi. Keseimbangan itu/adalah keseimbangan dan apa
yang telah dibenkan dan apa yang ditenma maupun
keseimbangan dalam memikul’ resiko/\Hal ini tercermin dari
dibatalkannya“ suatt ‘akad yang mengalami ketidakseimbangan
prestasi yang mencolok.

Asas keseimbangan dalam memikul resiko dapat dilihat
dari pelarangan riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur
yang menanggung resiko atas kerugian usaha sementara kreditor
tidak bertanggung jawab sama sekali atas dan harus memperoleh
porsentasi tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami
angka negatif.

Asas Kemaslahatan

Asas ini berkaitan dengan asas sebelumnya, bahwa
tujuan dari suatu keseimbangan adalah agar tercipta
kemaslahatan antara para pihak yang melaksanakan akad.
Begitu juga tidak menimbulkan kerugian dan keadaan yang
saling menyulitkan diantara pihak yang berakad.

Oleh karena itu berdasarkan asas akad ini, apabila dalam
pelaksanaan suatu akad, terjadi suatu keadaan yang sebelumnya
tidak diketahui, membawa kerugian yang fatal bagi para pihak
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yang berakad sehingga memberatkannya, maka kewajiban dapat
diubah kepada batas yang masuk akal.
7) Asas Amanah
Asas amanah bertujuan bahwa masing-masing pihak
yang berakad haruslah melaksanakan itikad baik dan tidak
dibenarkan satu pihak mengeksploitasi pihak yang lainya.
Dalam hukum Islam ada suatu akad yang dikenal dengan akad
berdasarkan amanah seperti wadi'ah dan pada saat sekarang
juga dikenal akad takdful (asuransi). Kejujuran dan tanggung
Jjawab diantara para pihak yang berakad merupakan suatu sikap
yang harus dilaksanakan menurut hukum Islam. 2
Semua akad yang dilaksanakan dalam kerangka hukum
Islam mestinya mencerminkan semua asas- asas akad yang disebut di
atas. Asas-asas akad inimerupakan gambaran dari humanisme dalam
ajaran Islam dalam setiap transaksi yang diajarkan dalam hukum
Islam.
2. Hukum Islam
a. Pengertian Hukum Islam
Banyak istilah-istilah’ yang, berkaitan dengan hukum Islam.
Istilah-istilah, yang-sering digunakan@dalahsyari'ah dan figh. Kedua
istilah ini sering digunakan dalam literatur berbahasa Arab.?*
Pengertian kedua istilah ini penting sebelum memahami istilah hukum
Islam. Secara terminologis syari’ah, menurut Syekh Muhammad
Syaltut mengandung arti hukum-hukum dan aturan-aturan yang Allah
tetapkan bagi hamba-hambaNya untuk diikuti.** Sedangkan menurut
Manna’ al-Qathan, syari’ah adalah segala ketentuan Allah yang

ditetapkan bagi hamba-hambaNya baik menyangkut akidah, ibadah,

B Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, hal 83-92
** Akmad Minhaji, “Reformasi Hukum Islam”, Aula, Vol L, No 2, 1994, hal 67
% Hasbi ash Shidieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jekarta: Bulan Bintang, 1993), hal 21
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akhlak maupun muamalah.”® Jadi syariah adalah wahyu Allah yang
bersifat tetap, tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah oleh
siapapun kecuali oleh Allah sendiri. Dapat disimpulkan bahwa syariah
adalah sesuatu yang sakral dan absolut. Dengan kata lain, syari’ah
adalah ajaran Islam yang sama sekali sekali tidak terdapat campur
tangan manusia.

Figh secara terminologis menurut Abu Zahrah adalah
mengetahui hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang dikaji
dari dalil-dalilnya yang terperinci.”” Menurut Al Amidi figh berarti
ilmu tentang seperangkat hukum syara’ yang bersiat furu'iyyah yang
didapatkan melalui melalui penalaran dan istidhlal ™ Jadi pengertian
figh adalah daya wupaya manusia dalam memahami dan
menginterpretasikan ajaran~wahyw Allah /atau .hilkum syara’ yang
terdapat dalam al Qur’an.

Kata hukum Istam-tidakditémukan‘’sama sekali di dalam al
Qur'an dan literatur hukum dalam Islam, yang ada hanyalah kata
syari’ah, figh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Sedangkan
dalam leteratur hukum dalam Islam, yang banyak ditemukan hanyalah

kata syari’ah Islam, figh Islam dan hukum syara’.*

ha! 7

** Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, Cet IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993),

*" Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), hal 56
** Saifuddin al Amidi, al Thkam fi Ushul al-Ahkam (Kairo: Muassasah al Halabi, 1967), I,

* Fathurrahman Djamil, Filsafat., bal 11
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Dengan demikian kata hukum Islam merupakan istilah yang
hanya dikenal di Indonesia, kemungkinan banyak diterjemahkan
secara harfiyah dari term Islamic Law dari literatur Barat.*® Adapun
definisi dari hukum Islam itu sendiri setidaknya ada pendapat yang
berbeda di kalangan ulama dan ahli hukum Islam di Indonesia. Hasbie
ash-Shidieqy memberikan definisi hukum Islam yaitu;

“Koleksi daya upaya manusia dalam menerapkan syariat Islam
sesuai dengan kebutuhav-masyarakar.”>'

Pengertian hukum Islam/ini mendekati pengertian figh. Sementara
Amir syarifuddin membenkan penjelasan bahwa apabila kata hukum
dihubungkan dengan kata |Islam, maka hukum Islam berarti
seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul
tentang _tingkah laku_mukallaf .yang_diakui dan diyakini berlaku
mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Hukum Islam
menurut pengertian ini mencakup hukum syariah dan hukum figh. *?
Perbedaan“definisi hukum JIslam/yang telah dideskripsikan
oleh kedua ahli hukum Islam ini, sesungguhnya dapat dipahami
terletak pada cakupan atau ruang lingkupnya. Pendapat pertama
membatasi pengertian hukum Islam hanya pada makan figh
Sedangkan pendapat kedua pengertiannya bisa dimaksudkan pada

makna syani’ah dan kadang kala bisa juga digunakan untuk makna

%% Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Isiam Menjawab Tantangan
Zaman yang terus Berkembang, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal 3

' Hasbi ash Shidieqy, Falsafah., hal 21

2 Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran-Pemikiran Hukum Islam, (Padang:
Angkasa Raya, 1990), hal 19
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figh. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat ini bukan pada subtansi
makna hukum Islam. Namun hanyalah pada cakupannya dan sudut
pandang yang digunakan untuk mengartikannya.

Kalau kita cermati pengertian yang ditawarkan oleh Amir
Syarifuddin nampak lebih komprehensif mengingat suatu hukum
Istam bukan hanya bersumber dari al Quran namun juga berasal dari
metode ijtihad. Pengertian saat ini juga sangat relevan pada saat ini
dalam rangka | menjawab pérmasalahan-permasalahan  yang
membutuhkan jawaban hukum dari persfektif ajaran Islam saat ini.

b. Dalil Hukum Islam

Kata sumber untuk hukum Islam sebagai terjemahan dari kata
bahasa Arab “mashadir” hanya digunakan sebagian penulis
kantamnorer: dalam hukumIslam) sebagai-ganti ddari sebutan “a/
adillah asy-syar'iyyah’. Dalam kitab-kitab figh dan ushul figh klasik
hanya digunakan-kata a/~adillak-asy<syar’iyyah, tidak terdapat istilah
mashadir al-ahkam untuk dijadikan sebagai istilah landasan suatu
hukum Islam.*

Bila diperhatikan arti kedua kata itu secara etimologis akan
terlihat tidaklah sinonim, setidak apabila dihubungkan dengan kata
syari'ah. Mashadir syari'ah diartikan sebagai “wadah-wadah yang
padanya ditemukan dan didapat norma hukum”. Sedangkan kata dalil

atau adillah syar'iyyah diartikan sebagai petunjuk untuk menemukan

3 Ibid, hal 20
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hukum tertentu. Implikasinya yaitu kata Mashadir (sumber) hanya
mungkin ditujukan kepada al Qur’an dan sunnah, karena keduanya
merupa tempat didapatnya norma-norma hukum, tetapi tidak mungkin
kata ini ditujukan untuk ijma’, qiyas dan lainnya karena semuanya
hanyalah penejuk untk menemukan hukum, bukanlah wadah atau
tempat ditemukannya suatu hukum. Sedangkan kata dalil dapat
digunakan kepada al Qur’an, sunnah, ijma’ giyas dan yang lainnya
karena semuanya itu ‘merupakan pétunjuk untuk menemukan hukum
Allah. Oleh karena itu Kata yang tepat untuk dipakai dalam kerangka
menentukan hukum Islam saat ini adalah dalil atau adillah.**

Dalil berasal dan. . bahasa—Arab yang secara etimologis
diartikan sebagai sesutu yang memberikan petunjuk. Kata dalil dan
yang seakar dengan kata“ini“terdapat 8 buah.dalamial Qur’an dengan
arti kata sebagai sesuatu yangmemberi petunjuk.

Di kalangan Jugaha |dalil diartikan, sebagai sesuatu yang
menjadi petunjuk, dapat memberikan pengetahuan, baik yang bersifat
meyakinkan, dugaan yang kuat dan tidak meyakinkan. Sementara di
kalangan ulama ushul kata dalil diartikan sesuatu yang memberikan
tuntunan, petunjuk, maupun informasi dengan pemikiran yang shahih.
Oleh karena itu berdasarkan rumusan ulama ushul bahwa sesuatu
yang tidak memberikan petunjuk maupun informasi dengan metode

penyampaian yang tidak benar bukanlah dalil dalam arti yang

3 Ibid, hal 21
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dimaksud dalam hal ini.** Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf
pendapat yang paling populer di kalangan ulama ushul, dalil adalah
sesuatu yang dapat menuntun dan memberikan petunjuk kepada
hukum syara’ yang bersifat ‘amali secara meyakinkan baik dengan
cara gath’i ataupun zhanni’ >

Menurut Aswadie Syukur dalil hukum Islam terbagi menjadi
2, yaitu dalil formil (asli) baik berasal dari al Qur’an maupun sunnah.
Sedangkan yang kedua, falah dalil-assesoir (tambahan) yang berasal
dari ijtihad ulama’ seperti .ijma’) | qiyas, dan lain-lain. Selain
kategorisasi ini ada’ juga yang mengelompokkan dalil menjadi 2
macam. Pertama, dalil-dalil syara’ yang disepakati seperti al Qur’an,
sunnah, ijma’ dan qgiyas. Kedua, dalil-dali yang tidak disepakati atau
diperdebatkan | penggunaanya;, yaitu istihsan;, mashlahah mmm
istishhab, ‘urf, mazdhab shahabi dan syarit sebelum agama Islam.*’

Dalil-dalil~ini~merupakan @aranauntuk mengetahui dan
memahami hukum Islam. Al Quran dan sunnah merupakan dalil
utama untuk menjawab  permasalahan-permasalahan  yang
memerlukan jawaban hukum. Namun seperti diketahui bahwa hukum-
hukum Allah yang mengatur tingkah laku manusia secara jelas dan
terperinci di dalam nash sangatlah sedikit. Ayat-ayat hukum pun
kebanyakan bersifat umum dan penjelasan dari Nabi Saw. sendiri juga

terbatas dan terkadang sangat sederhana sehingga tidak mungkin

3 Ibid, hal 21
% Abdul Wahab Khallaf, Ifmu Ushul al Figh, (ttp.: An Nasyir, 1978), hal 24
¥ Aswadie Syukur, Perbandingan Mazhab, (Surabaya: PT Bina Iimu, 1994), hal 10
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untuk menjangkau kepada keselurahan permaslahan yang selalu
muncul secara dianamis dalam kehidupan umat Islam. Apabila suatu
hukum tidak ditemukan di dalam al Qur’an maupun sunnah maka
dalil-dalil ijtihad digunaka para ulama untuk menemukan jawaban
hukum terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak terdapa pada zaman
pewahyauan.’®

Kehidupan manusia termasuk umat Islam yang terus
berlanjut dan berjalan menimbulkan berbagai persoalan-persoalan
baru yang harus bisa diakomedasi oleh hukum Islam. Disinilah
pentingnya dalil-dalil dalam penetapan hukum Islam untuk
memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut sehingga
agama Islam sebagai agama yang membawa kebajikan dan kebenaran

benar-benar menjadi rahmatan lil “alamin.

F. Metodologi Penelitian
1. Metode dan Jenis Penelitian
Digolongkan berdasarkan wilayah kajian dan pendekataan yang
dipakai maka penelitian ini digolongkan penelitian hukum. Penelitian
hukum adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran
berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.”” Sedangkan
hukum yang dimaksud adalah hukum Islam (syariah), oleh karena itu

berdasakan jenis penelitian ini dikatakan penelitian figih.

3% Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam., hal 14
* Thoni Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Edisi revisi, Cet II,
(Malang: Bayu Medig Publishing, 2006), hal 57
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Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha
untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan
data-data yang ada dengan cara menyajikan data, menganalisis dan
menginterpretasikannya ** Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan
pemecahan masalah dalam bentuk jawaban syariah (hukum Islam)
terhadap transaksi kartu debit BMIL

2. Pendekatan Penelitian

Pengintegrasian _'syariah dan “gejala sosial dalam penelitian
merupakan sesuatu yang'niscaya dalam penelitian ekonomi Islam. Hal ini
dilaksanakan dalam rangka menectapkan kembali wahyu sebagai sumber
utama teorisasi sosial serta’ merutituskan suatu metodologi yang padu
untuk menganalisis teks-teks wahyu dan fenomena sosial.*' Oleh karena
itu, sesuai dengan tujuanpenelitianini, peridekatan yang digunakan
adalah pendekatan sosialogis-normatif

Pendekatan sosialogis jadalah-pefidekatan yang digunakan untuk
menganalisis fenomena sosial serta serta keyakinan-keyakinan yang
mendasari terjadinya proses fenomena tersebut.*’ Pendekatan normatif
adalah pendekatan yang memandang suatu masalah dari segi ajarannya
yang asli dari Tuhan yang terdapat di dalamnya penalaran manusia.*’

Kedua pendekatan digunakan untuk melihat fenomena transaksi jual beli

“® Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian, Cet VII, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2005), hal 44

4 Muhammad, Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Cet-2, (Yogyakarta: Ekonisia,
2004), hal 112

“* Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal
34

* Ibid hal 39
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dengan kartu debit BMI cabang Yogyakarta pada merchant-merchant
yang berlogo BCA ditinjau dari presfektif hukum Islam.
3. Subyek Penelitian
Yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah pimpinan,
manajer, karyawan, nasabah BMI cabang Yogyakarta yang menggunakan
kartu debit untuk transaksi jual beli pada merchant debit dan merchant
untuk memberikan informasi mengenai transaksi jual beli dengan kartu
debit serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.
4. Obyek Penelitian
Sedangkan obyek penelitian, dalam penelitian ini adalah
mekanisme, akad-akad dalam, proses transaksi jual beli dengan kartu
debit, bentuk serta hukum kerjasama antara BMI dengan BCA, dalil-dalil
yang berkaitan ‘dengan akad-akad dalam mekanismé)jual beli dengan
kartu debit, dalil yang berkaitan/terhadap kerjasama BMI dengan BCA
dan hukum jualibeli dengankartu debit:
5. Sumber Data
Berdasarkan penelitian figh (hukum) sebagai jenis penelitian yang
digunakan, maka sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2,
yaitu data kepustakaan dan data lapangan.**
a. Data kepustakaan adalah data tertulis yang meliputi :
1) Dokumen-dokumen tentang transaksi jual beli dengan kartu debit

2) Kitab al Qur’an dan al Hadis

4 Ibid, hal 380
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3) Buku-buku figh yang berkaitan dengan transaksi jual beli dengan
kartu debit
4) Website BMI yang memuat transaksi jual beli kartu debit
b.Data lapangan yaitu data dalam bentuk lisan dan perbuatan yang
berkaitan dengan penelitian ini, meliputi :
1) Hasil wawancara
2) Hasil observasi
6. Teknik Pengumpulan Data
a. Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan
1) Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang berkaitan
dengan tinjauan perspektif syariah terhadap transaksi jual beli
dengan kartu debit
2) Melakukan klasifikasi data menjadi data‘primer dan dan sekunder.
a) Data primer meliputi:
(1) Kitabral-Qur’an,dan al'Hadis
(2)Buku “Bangking Card Syariak”, karya Abdul Wahab
Ibrahim Abu Sulaiman

(3)Buku “4! Muamalat al Maliyyah al Mu ‘asirah fi al-Figh al-

Islam”, karya Muhammad Ustman Syabi

(4) Buku-buku figih seperti:
(a) Bidayatul Mujatahid, karya Ibnu Rusydi
(b) Fighus Sunnah, karya Sayyid Sabiq

(c¢) Hukum Perjanjian Syariah, karya Syamsul Anwar
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(d) Al Figh ‘ala Madzahibil Arba’ah, karya Abdurrahman

al Jaziri

(e) Subulussalam, Muhammad Ibnu Ismail al Kahlan dan

buku-buku figh yang berkaitan dengan transaksi jual
beli dengan kartu debit
(5) Website yang membahas transaksi jual beli- kartu debit
b) Data Sekunder
Sedangkan data sekunder, antara lain seperti makalah, artikel,
Tesis dan Desertasi.yang berhubungan dengan penelitian ini.
b. Teknik Pengumpulan Data Lapangan
1) Interview (wawancara)

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dan
keterangan-keterangan secara_lisan melalui .bércakap-cakap dan
berhadapan muka, dengan ‘orang /yang memberikan keterangan
kepada si.peneliti.*’

Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview
bebas terpimpin di mana pewancara membawa pedoman yang
merupakan garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, namun
tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan pertanyaan di luar

pedoman.*

% Karti Kartono, Pengantar Metodolgi Reserch Sosial, Cet IV (Bandung: Alumni, 1976)
hal 176

* Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan, Teori dan Praktek, (Jakarta:
Renika Cipta, 1998), hal 145



30

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi berkaitan
dengan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit, pihak
mana saja yang terlibat dalam transaksi tersebut, bagaimana
bentuk perjanjian dan kerjasama yang dilaksanakan, akad apa
yang digunakan dalam transaksi ini dan apa keuntungan transaksi
ini  serta keterangan-keterangan lain yang berkaitan dengan
penelitian ini

2) Observasi

Observasi’ adalah studiCyang disengaja dan sistematis
tentang fenomena yang ada dengan jalan pengamatan dan
pencatatan.’ Observdsi  yang—dilaksanakan adalah observasi
partisipan, yaitu peneliti turut ambil bagian atau berada dalam
keadaan obyek yang diobservasi

Dalam penelitian ini penulis mengamati secara langsung
fenomena berupa .mekanisme~transaksisjual beli dengan kartu
debit BMI pada merchant debit yang berlogo BCA dan terlibat
langsung melakukan transaksi jual beli pada merchant debit
tersebut menggunakan kartu debit BMI. Tujuan dari observasi ini
untuk mengetahui data yang belum terungkap dalam bentuk

tulisan.

7 Mardalis, Metode Penelitian Pendekatan Proposal, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2003)
hal 63
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3) Dokumentasi
Yang dimaksud dengan dokumentasi adalah cara yang
digunakan untuk untuk mencari data mengenai variabel yang
berupa catatan, buku, surat kabar, agenda dan notulen dan data
lainnya yang berkaitan relevan dengan dengan tujuan penelitian.*®
Teknik ini digunakan untuk mengetahui data yang
berkaitan dengan dokumen-dokumen tentang layanan jasa
transaksi kartu debit yang diberikan BMI (cabang Yogyakarta)
kepada nasabahnya
7. Analisis Data dan Penafsiran Data
Menurut Patton seperti yang dikutip Lexy J. Moeleong, analisis
data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu
pola, katagor ‘dan ‘satuan dasar. .Sedangkan..penafsiran data adalah
memberikan arti yang signifikanterhadap hasil analisis, menjelaskan dan
mencari huburigan diantara-data-data-yang-diteliti.*°
Dalam penelitian yang digolongkan penelitian hukum Islam (figh)
ini, ada dua bentuk data yang dilaksanakan, yaitu data lapangan dan data
kepustakaan. Oleh karena itu, langkah yang akan dilaksanakan dalam
melakukan analisis data dari dua sumber data tersebut sesuai dengan
prosedur pelaksanaan analisis data yang ada dalam penelitian hukum
Islam (figh). Langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

“ Suharsimi Arikunto, Prosedur., hal 145
* Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Cet-23 (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2007), hal 280
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a. Analisis data

1) Editing (memeriksa) dan seleksi
Data yang terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam
pengumpulan data (data kepustakaan maupun lapangan) dan
pendekatan yang digunakan, untuk menjawab pertanyaan
-penelitian.

2) Reduksi data
Reduksi data dilakukan dengancara abstraksi, yaitu usaha untuk
membuat data'‘menjadi rangkaman-rangkuman inti, proses dan
pernyataan-pernyataan yang penting.

3) Klasifikasi dan coding (memberi tanda)
Upaya untuk mengkatagorisasikan data menjadi kelas data dan
subkelas data/ sambil-memberikan Kode diantara kelas data
tersebut™

b. Penafsiran.data
Penafsiran data dilaksanakan berdasarkan pendekatan

penelitian yang dipakai, baik satu pendekatan atau lebih>'

Penafsiran dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosialogis

dan normatif. Setiap data yang diteliti ditinjau dan ditafsirkan

dengan pendekatan sosialogis untuk melihat bagaimana fenomena

yang terjadi dan apa implikasinya.

% Cik Hasan, Metodologi., hal 383- 389
3! 1Bid, hat 389
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Selain itu data tersebut ditafsirkan juga berdasarkan figih,
metode penetapan hukum Islam (ushu! figh) dan kaidah-kaidah
fighivah. Penafsiran data berdasarkan figh adalah mengkaji seluk
beluk hukum untuk dapat diterapkan dalam perbuatan dan perkataan
mukallaf** Penafsiran data berdasarkan metode penetapan hukum
Iglam (ushul figh) ialah penetapan atau menentukan hukum yang
baru dari kasus-kasus yang tidak terdapat di dalam nash berdasarkan
metode-metode ijtihad seperti istihsan, givas, maslahah mursalah.”
Sedangkan berdasarkan kaidah-kaidah fighiyah, yaitu berdasarkan
kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi figh.**

Untuk lebih-jelasnya bagaimana analisis data dan penafsiran

data dilaksanakan dapat dilhat pada gambar berikut ini:

KLASIFIKASI

EDIT DAN H REDUKSI DAN CODING

(1)
NATA PHISTAKA

PENAFSIRAN

[ JAWABAN DATA

Gambar 1 : Tahapan Analisis Data dan Penafsiran Data sampai pada Jawaban

Penelitian

%3 Firdaus, Ushul Figh, Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara

Komprehensif, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal 8-9

3 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana Iimu), 1L, hal 303
* H. A. Djamli, Kaidah-Kaidah Figih : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam

Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 4
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G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama yang berisikan pendahuluan. Pendahuluan ini memuat
tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode dan pendekatan
penelitian, pengumpulan data serta analisis data.

Bab kedua menyajikan teori transaksi jual beli dengan kartu debit.
Penyajian ini meliputi pengertian, jenis dan karekteristik kartu debit.
Disamping itu juga akan dijélas,mekanisme transaksi jual beli dengan kartu
debit.

Bab ketiga mendeskripsikan atau menggambarkan tentang transaksi
jual beli dengan kartu debit yang dikeluarkan BMI (cabang Yogyakarta). Bab
ini akan mendesknpsikan\péngertian-KartuShar-E, jenis dalam penggolongan
di kartu debit serta manfaat.penggundan kartu Shar-E, mekanisme transaksi
jual beli dengan.; Dalam-mendeskripsikan ¢mekanisme transaksi jual beli
dengan kartu Shar-¢ dijelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi,
hubungan dan tanggun jawab di antara para pihak yang terlibat tersebut dan
akad-akad yang terjalin di antara pihak-pihak tersebut dalam hukum Islam.
Yang terakhir, akan diterangkan bagaimana proses transaski jual beli dengan
kartu Shar-E itu dilakukan

Bab keempat adalah analisis terhadap jual beli dengan kartu debit
dilihat dari perspektif hukum Islam. Analisis dilakukan untuk mengetahui

hukum kerjasama antara BMI dengan BCA dalam menyelenggarakan
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transaksi jual beli dengan kartu debit, untuk mengetahui keabsahaan dari
akad-akad yang terjadi dalam transaksi tersebut serta hukum transaksi jual
beli itu sendiri menurut hukum Islam (syariah).

Bab kelima sebagai bab terakhir, berisi penutup. Penutup dalam

tulisan ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB I

TEORI TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU DEBIT

A. Kartu Debit (Debit Card)
1. Defenisi Kartu Debit

Kartu debit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank
bersama lembaga keuangan internasional yang mengurusi soal kartu
kredit, bentuknya adalah kartu yang langsung mendebit rekening untuk
mentransfer jumiah dana yang ditarik dari pemiliknya kepada pedagang
secara langsung. Syarat'kepemilikan kartu ini yaitu adanya kepemilikan
rekening pada bank yang mengeluarkaiv-kartu > Defnisi lain tentang kartu
debit ialah kartu yang dikeluarkan suatu bank tertentu bagi nasabah yang
mempunyai rekening tabungan.pada-bank_tersebut, untuk menarik (debit)
secara langsung dari tabungannya sejumlah uang tunai maupun senilai
barang dan jasa yang didapatnya lewat penggunaan kartu.*®

Dari isemua_penjelasan tentang-pengertian ini dapat dipahami
bahwa fungsi kartu debit adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang
dibutuhkan serta menarik uang tunai. Kartu ini juga berbeda dengan kartu

debit dan change card yang dikeluarkan bank untuk memberikan pinjaman

** Abduliah al Mushlih dan Shalah ash Shawi, Bunga Bank Haram? Menyikapi fatwa MUI
Menuntaskan Kegamangan Umat, alih bahasa oleh Abu Umar Basyir, Cet 2,(Jakarta: Darul Hagq,
2004), hal 82

* Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking Card Syariah, alih bahasa Aidil Novia,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal 58-59
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kepada nasabahnya, kartu debit hanyalah kartu yang dikeluarkan oleh
bank untuk menarik (debit) sejumlah nilai dari saldo rekening pemegang
kartu. Oleh karena itu menjadi suatu syarat, untuk memiliki kartu ini
seseorang harus mempunyai rekening pada bank yang mengeluarkan kartu
debit.

Kartu in1 digunakan dalam dua sistem, yaitu sistem otomatis (on-
line) dan sistem non otomatis (off-/ine); Dalam sistem on-line ketika kartu
ini dipakai, nilai pembelian atau transaksi ditransfer langsung dari
rekening pemegang kartu ke dalam ,rekening merchant pada waktu
pembelian tersebut. 'Sedangkan -apabila menggunakan sistem off-line,
maka nilai pembelian atau transaksi dikurangi dari rekening pengguna
kartu éetelah beberapa waktu, sesuai-dengan sistem tehnologi yang ada.*’

2. Jenis Kartu Debit

Sebagai jenis kartu yang dikeluarkan oleh suatu bank tanpa
memberikan pinjaman kepada pemiliknya (card holder) agar bisa
digunakan untuk menarik uang, membeli suatu barang atau jasa tertentu
lainnya, Abdullah at Mushlih dan Shalah as Shawi membedakan kartu

debit ini menjadi dua macam yaitu

 Ibid, hal 59
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a. Kartu Debit Langsung

Kartu debit langsung yakni suatu kartu yang dikeluarkan oleh
pihak bank bersama organisasi internasional yang mengurusi soal
kartu ini, bentuknya ialah kartu yang langsung mendebit rekening
untuk mentransfer sejumlah dana yang ditarik dani  rekening
pemiliknya kepada pedagang secara langsung. Syarat dibuatnya kartu
ini untuk nasabah ‘yaitu nasabah ‘harus mempunyai terlebih dahulu
rekening tabungan di bank yangmengeluarkan kartu ini.

Kalau kartunya sedang on line debit, proses transfer tersebut
akan berjalan sempuma” pada—saat transaksi kepada pedagang
(merchant). Namun sebaliknya apabila sedang off line debit, proses
transfer, tersebut, membutuhkan waktu | berhari-hari. Kartu ini tidak
memberikan pinjaman kepada pemiliknya dan tidak memberikan
peluang kepada pemiliknya untuk melakukan transaksi pembelian
melebihi jumlah dana yang dia miliki datam rekeningnya.

b. Kartu Anjungan Tunai mandiri

Kartu Anjungan Tunai Mandiri adalah suatu kartu yang
diberikan pihak bank kepada para nasabahnya secara gratis dengan
sekedar membuka rekening pada bank yang bersangkutan, agar para
nasabahnya bisa dengan leluasa mengambil uangnya dari rekening

yang dia miliki kapan saja melalui ATM (Automated Teller Machine)
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dan dapat juga melakukan pembelian terhadap suatu barang atau jasa
pada lokasi penjualan tertentu (merchant).

Dengan kartu ini para nasabah bisa menarik vang kontan dan
mentransfer sejumlah uang antar rekening yang berbeda melalui ATM
atau hanya mengecek saldo dan untuk membayar barang atau jasa
yang dibelinya di lokasi penjualan tertentu (merchanr). Kartu ini
secara otomatis terperbaharui (berlaku) selama rekening pemiliknya
masih terbuka di batik yang bersangkutan.>®

3. Karakteristik Kartu debit
Kartu debit “tidak-"sama—dengan kartu-kartu lainnya yang
dikeluarkan bank seperti kartu kredit (credit card) dan charge card. Oleh
karena itu kartu debit/;mempunyai karakteristik’tertentu yang menjadikan
kartu ini berbeda dengan kartuskartu lainnya. Menurut Abdul Wahab
Abdul Wahab Ibrahim _ Abu_ Sulaiman, kartu debit mempunyai
karakteristik sebagai berikut:
% Kartu ini diterbitkan bagi nasabah yang memiliki rekening di bank
yang menerbitkan kartu.
< Biasanya diberikan gratis.
% Dipakai dalam lingkungan domestik (dalam negeri), atau di negara

dimana terdapat cabang bank dengan sistem komputer yang

%% As Shawi dan Al Mushtih, Idem: Figih Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Abu Umar
Basyir, (Jakarta: Darul Hagq, 2004), hal 301-302
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canggih, berhubungan dengan informasi mengenai rekening
nasabah.

*» Pengurangan dana dari rekening nasabah tepat saat ia
memfungsikan kartu tersebut, ketika sistem komputer gagal, maka
ada batas (/imif) maksimal (jumlah yang kecil), dimana pemegang
kartu (card holder) bisa memakai kartu itu dalam batas yang telah
ditentukan ketika mengulang kembali berhubungan dengan sistem

komputer on-line.

.,
L

Biasanya dipakai untuk menarik uang tunai dari instrumen-
instrumen perbankan” on-line;—untuk mendapatkan informasi
menganai layanan jasa yang diberikan oleh bank seperti informasi
nilai mata uang, jumlah.saldo;.atau untik pembelian tiket, barang

dan transfer vang:?

B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debit
1. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Jual Beli Kartu Debit
Banyak pihak yang terlibat transaksi kartu, masing-masing pihak
ini membuat suatu kesepakatan satu dengan yang lainnya. Pihak-pihak
yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu, yaitu ;
» Issuer bank, yaitu pihak yang diberikan kuasa oleh undang-undang

untuk menerbitkan kartu debit kepada nasabahnya

% Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking., hal 61
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» Card holder, yaitu orang yang namanya biasanya dicantumkan
dalam kartu, mempunyai rekening di issuer bank sehingga berhak
menerima fasilitas kartu debit, ia diberi wewenang untuk
menggunakan kartu debit dan berkewajiban melunasi semua
kewajiban yang timbul akibat pemakaian kartu tersebut kepada
pihak issuer bank

» Merchant, yaitu’ pihak yang ferikat dengan issuer bank dengan
memberikan barang,dan jasa kepada card holder sesuai dengan
kesepakatan mereka

» Bank perantara-yaita pihak-yang menjadi perantara dari issuer
card untuk bekerjasama dengan pihak merchant dalam
melaksanakan transaksi-jual beli dengan/kartu-debit.*°
Pihak-pihak jinii merupakan unsur penting (rukun) yang mendasari

terjadinya transaksi jual beli dengan kartu.debit. Dengan kata lain, apabila
tidak terdapat salah satu dari pihak-pihak yang di sebutkan di atas maka
transaksi jual beli dengan kartu debit tidak akan bisa dilaksanakan. Pihak
ini saling terkait dan saling membuat suatu perjanjian transaksi.®' Dari
perjanjian-perjanjian tersebut terwujudlah sebuah sistem transaksi yang

disebut transaksi jual beli dengan kartu debit.

% Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman Banking., hal 19-20
S Ibid, hal 72
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2. Hubungan dan Tanggung Jawab yang Terjadi di antara Pihak-Pihak
yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Debit
Dalam transaksi menggunakan kartu yang diterbitkan perbankan,
baik kartu debit maupun kartu lainnya, pihak-pihak yang terkait di
dalamnya mempunyai hubungan dan tanggung jawab tersendiri, kadang-
kadang rangkap dua sampai rangkap tiga.$?
Transaksi jual beli dengan kartu debit seperti yang telah dijelaskan
di atas, terdiri dari empat pihak utama sehingga tercipta aktivitas jual beli.
Bentuk hubungan dan-tanggung jawab-yang terjadi di antara pihak-pihak
yang terkait membentuk berbagai macam bentuk perjanjian yang berbeda-
beda dan ‘masing-masing -berdiri, | sendiri \ namun tidak dapat
dipisahkan,oleh karend itulah disebut sebagai suatu sistem.®*> Bentuk dan
hubungan yang terjadi di antara pihak-pihak yang disebutkan di atas dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Hubungan Dan Tanggung Jawab Antara Issuer Bank Dengan
Pemegang Kartu (Card Holder)
Nasabah yang mempunyai rekening di issuer bank tertentu
berhak mendapatkan kartu debit dan issuer hank bertanggung jawab

menerbitkan kartu debit untuk nasabahnya dan ia dianggap legal untuk

%2 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman Banking., hal 71
% Ibid, hal 72
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menggunakan fungsi kartu tersebut. issuer bank tidak bertanggung
Jawab terhadap pemakaian kartu debit oleh pihak lain secara illegal
batk untuk transaksi jual beli ataupun penggunaan layanan jasa
apapun >

Hubungan hukum dan tanggung jawab yang terjadi antara
issuer bank dengan pemegang kartu (card holder) dalam transaksi jual
beli dengan kartu’ debit , adalah; hubungan perwakilan. Bentuk
hubungan antara issuer \bank dan pemegang kartu ini dapat dipahami
dari defenisi kartu debit itu sendiri seperti yang dijelaskan oleh Sally
A. Jones, yang dikutip-oleh Abdul-Wahab Ibrahim Abu Sulaiman,
bahwa kartu debit dibahas dalam undang-undang konsumen yang
terbit tahun  1974/di-Inggris, dalam bab/89, Pasal 187 (3A). Di
dalamnya dijelaskan“bahwa kartu /debit berbeda dengan kartu kredit,
karena tidak lebih _sebagai__instrument, yang meminta bank
membayarkan nilai transaksi pemegang kartu (nasabah/card holder)
langsung dari rekeningnya yang ada pada bank tersebut.®® Berdasarkan
hal ini, dalam hubungan antara issuer bank dan pemegangan kartu,
kedudukan issuer bank adalah wakil dari pemegang kartu (card

holder) untuk membayarkan semua nilai kewajiban yang dilakukan

4 Ibid, hal 77
© Ibid, hal 59
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pemegang kartu dengan cara melakukan pendebitan saldo dari
rekeningnya.

Dalam transaksi jual beli dengan kartu debit issuer bank
melaksanakan mendebitan kartu dari suatu nilai pembelian yang
dilakukan pemegang kartu. Disamping itu, issuer bank juga wakil dari
nasabah untuk memperoleh jasa dari bank perantara untuk
mendapatkan kemudahan melaksanakan transaksi jual beli melalui
kartu debit. Oleh karena. itulahjuga dapat dikatakan issuer bank juga
merupakan wakil dari pemegang kartu untuk membayarkan fee atau
kompensasi dari jasa-yang diperolehnya dari bank perantara.®®

Transaksi keuangan apapun yang dilakukan lewat wakilnya
maka dalam hal\tersebut-sama artinya ia (yang mewakilkan) bertindak
sendini.%’ Maksudnya adalah/ketika issuer bank sebagai orang yang
mewakili untuk_membayar sejumlah. dana yang telah dikeluarkan
pemegang kartu (orang yang mewakilkan), misalnya untuk membayar
nilai pembelian barang pada suatu merchant sama artinya pemegang
kartu tersebut telah membayar sendiri nilai dari pembelian barang

tersebut.

% Ibid, hal 79
¢ Ibid, hal 78
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b. Hubungan Dan Tanggung Jawab Antara Issuer Bank Dengan
Bank Perantara

Hubungan kerjasama antara issuer bank dengan bank perantara
adalah hubungan pengguna dan pemberi jasa®®  Issuer bank
menggunakan jasa bank perantara untuk bisa memberikan layanan
penankan uang tunai, informasi jumlah saldo, transfer uang,
pembayaran tagihan telpon dan listnk atau pembelian barang dan jasa
pada merchant yang begabung dengan bank perantara. Oleh karena itu
bank perantara berkewajiban untuk membenikan jasa berupa
penyediaan fasilitas—penggunaan—kartu debit seperti ATM dan
merchant untuk memperoleh barang atau jasa. Di pihak lain, issuer
bank 'disamping / berhak...mendapatkan / fasilitas tersebut juga
berkewajiban untuk*memberikan upah (fee) atas jasa yang diberikan
oleh bank perantara.®’

Dalam tehnis pelaksanaan kerjasama transaksi jual beli dengan
kartu debit ini, bank perantara menyediakan mesin EDC pada setiap
merchant yang telah bergabung dalam transaksi kartu dengan jaringan
transaksi kartu yang telah dibentuk bank perantara. Mesin EDC inilah
yang akan memproses transaksi jual beli dengan kartu debit.

Disamping itu, bank perantara menunjuk suatu yang menyediakan

8 Ibid, hal 80
 Ibid, hat 80
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satelit komunikasi untuk memencarkan data informasi digital sebagai
sarana komunikasi satelit internasional dan domestic dari mesin EDC
tersebut.”
¢. Hubungan Kerjasama Dan Tanggung Jawab Antara Issuer Bank
Dan Merchant
Hubungan di antara kedua pihak ini pada prinsipnya adalah
hubungan perdagangan.’'.Sebagai wakil dari pemegang kartu, issuer
bank berkewajiban/dan _bertanggung jawab untuk membayar semua
nilai transakst jual beli yang ' dilakukan nasabahnya melalui
pemotongan sejumiah_nilai-yang telah dikeluarkan dan rekening
tabungan nasabah. Dengan teknologi dan sitem transaksi kartu yang
ada] nilai, transaksi._ tersebut (. ditransfer /ke (rekening merchant.
Sedangkan merchant bértanggung jawab untuk menerima nasabah
BMI untuk melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E."*
d. Hubungan antara Pemegang kartu dengan Merchant
Hubungan pemegang kartu dengan merchant adalah hubungan
perdagangan yaitu antara pembeli dan penjual”’ Merchant
menyediakan barang atau jasa yang bisa dibeli oleh nasabah issuer

bank tertentu menggunakan kartu debit (non-cash).

" Modul Pembelajaran: Pengenalan Transaksi Kartu, (ttp. Bank Negara Indonesia,tt.), hal 10
" Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking., hal 84

"Ibid, hal 84

™ Ibid, hal 85
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Tanggung jawab pemegang kartu berakhir dengan pembayaran
tagthan pembelian barang atau jasa dari merchant yang berkenan
menerima pembayaran dengan kartu. Pada hakikatnya pembayaran
dengan kartu sama dengan pembayaran dengan tunai.’® Pihak
merchant pun bertanggung jawab menerima dan menyetujui
pembayaran dengan sistem ini sesuai dengan perjanjian dengan pihak
BCA (bank perantara)

Beginilah huobungan® dan tanggung jawab antara pemegang
kartu dengan merchant seperti dijelaskan Irving J. Sloan, yang telah di
kutip Abdul Wahab Ibrahim ‘Abu Sulaiman bahwa :

“Dalam putusan Re-Charge Card’ Servis Ltd. 1988, pengadilan
‘memutuskan, tanggung jawab pemegang kartu dalam melunasi nilai
pembelianmyd \ képada | _mefchant”| “akan ( berakhir  dengan
memperlihatkan “kartu—kepada~merchant dan—dicatat- beberapa
informasi yang terkait. Merchant, harus berhubungan dengan bank
Denerbit kartu| {issuer__ card) | yang telah menyepakati untuk
membayarkan tagihan transaksi yang telah dilakukan pemegang
kartu".”

¢. Hubungan Antara Bank Perantara Dengan Merchant

Ada dua macam bentuk hubungan antara BCA dan merchant,
yaitu; pertama, pada prinsipnya sama saja dengan hubungan antara
BMI dan merchant, yaitu suatu hubungan jual beli. Bank perantara

adalah wakil dari isswer bank, yang juga merupakan wakil dan

™ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman Banking., hal 86
™ Ibid hal 87



48

nasabah (card holder) untuk membayarkan sejumlah nilai transaksi
yang dilakukannya.”®

Merchant bertanggung jawab untuk membernkan bukti-bukti
berupa dokumen dari transaksi jual beli yang dilakukannya dengan
nasabah BMI. Proses ini disebut settlement, yaitu proses rekapitulasi
transaksi yang telab dikirim sebelumnya melalui EDC di merchant.
Settlement wajib dilakukan karena berkaitan dengan pembayaran pihak
bank kepada merchant. Apabila merchant lalai, tidak melakukan
settlement maka -bank |tidak dapat melakukan pembayaran.”’
Dokumen-dokumen—ini~akan ‘diserahkan oleh bank perantara bank
perantara kepada issuer bank di saat penagihan atas penggunaan
fasilitas kartu debit/oleh-nasabah issuer bank.

Kedua, hubiingan dalam bentuk lain antara bank perantara
dengan mérchant adalah _pemanfaatan _jasa penyediaan serta
pengelolaan mesin EDC.”® Secara tidak langsung merchant
mendapatkan keuntungan dengan penambahan penjualan dikarenakan
fasilitas yang disediakan yaitu kemudahkan bagi pembeli untuk
membeli barang tanpa harus membawa uang tunai. Agar terwujud
transaksi tanpa uang tunai ini, bank perantara kemudian menyediakan

mesin EDC. Kemudahan ini menjadi nilai positif tersendini di mata

% Ibid, hal 90
7" Modul Pembelajaran: Pengenalan Transaksi Kartu, (ttp. Bank Negara Indonesia,t.t.), hal 10
™ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking., hal 93
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pembeli baik dari segi keamanan dan terpenuhinya suatu kebutuhan
ketika tidak membawa uang tunai.

Dalam hubungan im tidak ada tanggung jawab vyang
dibebankan kepada bank perantara untuk menarik pembeli sebanyak
mungkin namun bank perantara berhak mendapatkan fee (upah) atas
penyediaan dan pengelolaan mesin EDC sebagai fasiltas yang
memudahkan para’ pembelinya “untuk bertransaksi tanpa harus
menggunakan uang tunai, .

Disamping pihak-pihak yang terlibat, perjanjian-perjanjian yang
terbentuk akibat adanya hubungan-dan-tanggung jawab di antara pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi kartu debit ini juga menjadi penentu
terjadi | suatustransaski | kartu..debit.. Déngan/'kata-lain, bukan hanya
perlunya adanya pihak=pihak yang terlibat, apabila perjanjian-perjanjian
ini tidak dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat ltersebut maka transaksi
kartu debit juga bisa tidak bisa dilaksanakan. Pihak-pihak serta
perjanjian-perjanjian tersebut merupakan rukun dalam transaksi jual beli
memakai kartu debit. Disamping menjadi ciri khas tersendiri dari
transaksi jual beli menggunakan kartu debit. Tidak adanya rukun berarti
mekanisme yang ada tidak dilaksanakan. Dalam sebuah sistem, apabila
tidak adanya mekanisme maka suatu proses tidak dapa dilaksanakan,

dalam hal ini proses transaksi jual beli dengan kartu debit. Hal ini dapat

™ Ibid, hal 95
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dicontohkan misalnya, apabila hubungan dan tanggung jawab antara
pemegang kartu dan issuer bank tersebut membentuk suatu perjanjian
pinjam meminjam bukan pendelegasian maka sistem dan proses transaksi
jual beli tersebut bukan lagi disebut transaksi jual beli dengan kartu debit

namun sistem dan transaksi dengan kartu kredit.



BAB 111
SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU SHAR-E

PADA MERCHANT YANG BERLOGO BCA/PRIMA DEBIT

A. Kartu Debit BMI -
1. Jenis, Pengertian dan Fungsi Kartu Debit BMI

Kartu debit yang dikeluarkan oleh BMI ini adalah kartu debit yang
digolongkan dalam kartu Anjungan Tunai'‘Mandiri. Yaitu suatu kartu debit
yang mempunyai fungsi lebih banyak dari kartu debit langsung untuk
digunakan pemiliknya, Kartu'debit BMI ini kemudian dikenal dengan
nama kartu debit Shar-E sesuai dengan-nama produk penghimpun dana
berupa tabungan yang djkeluark;m oleh/ BMI. Kartu debit Shar-E ialah
kartu debit  yang _dikeluarkan.. oleh, BMI untuk .nasabahnya yang
mempunyai rekening tabungan di BMIL, berfungsi untuk menark uang
tunai dari rekening yang telal’ dimiliki nasabahnya pada BMI di semua
ATM BCA yang berjumliah 2,180 buah atau ATM Bersama yang tersebar
sejumlah 1.080 buah dan untuk memperoleh barang serta jasa yang
dibutuhkan pada merchant-merchant yang telah bergabung dengan BCA
dalam transaksi kartu (bangking cards transaction), tersedia sebanyak

18.000 merchant.®

% Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan
BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008



52

Kartu ini berlaku selama nasabah BMI (card holder) masih
mempunyai rekening yang aktif pada bank BMI schingga dapat
dipergunakan terus menerus. Penggunaan fungsi kartu ini bukan dalam
konteks pinjaman BMI kepada pemiliknya namun dengan bentuk
mendebit langsung sejumlah nilai yang digunakan nasabah pada setiap
transaksi yang dia lakukan baik seperti penarikan uang tunai, transfer uang
dan pembelian suatu barang atau jasa pada merchant yang berlogo BCA.
Pendebitan sejumlab nilai dari rekening nasabah dilakukan dengan cara on
line, nilai transaksi yang dilakukan lansung akan mengurangi jumlah saldo
pada rekening saat transaksi-it dilakukan.®'

2. Manfaat Kartu Debit BMI

Bagi pihak bank BMI mereka.juga mendapatkan keuntungan dan
kreasi mereka dalam sistem pembayaran barang dengan hanya memakai
ka&u sebagai pengganti uang tunai. Masyarakat semakin antusias
menerima keberadaan kartu debit untuk transaksi mereka.

BMI mendapat keuntungan dari dua sisi, yaitu dari pemakai kartu
debit dan merchant. Cara pengambilan keuntungan tersebut antara lain,
yaitu pembayaran uang dalam jumlah tertentu untuk pengelolaan
administrasi kartu debit.

Sedangkan manfaat yang didapat dari kartu debit bagi pemegang

kartu yaitu dimungkinkannya pemilik kartu untuk memperoleh uang tunai,

8 1bid
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barang, jasa, informasi-informasi yang diberikan oleh bank dan lain
sebagainya dari fungsi kartu ini.*> Pemegang kartu juga akan merasa lebih
aman dan tidak kesulitan dalam membawa uang ketimbang membawa
uang tunai. Selain itu, bisa membeli suatu barang yang disukai di
merchant tanpa harus membayar dengan uang tunai.®
Keuntungan bagi merchant yang bergabung dengan sistem
transaksi menggunakan kartu debit” antara lain, yaitu penambahan
penjualan, keamanan dari bertumpuknya uang tunai pada tempatnya (kas),
jaminan dalam mendapatkan hak nilai| penjulannya apabila penjualan
sesuai dengan persyaratan—dan -prosedur yang ada dan mendapatkan
pembukuan yang sempurna seperti kalkulasi yang lengkap mengenai
penjualan ‘sehingga, ia’ dapat menilai_keuntungan dan kerugian dengan
baik.**
B. Mekanisme Transaksi Jual Beli Dengan Kartu Shar-E
1. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu
Shar-E
Banyak pihak yang terlibat transaksi kartu Shar-E, masing-masing
pihak ini membuat suatu kesepakatan satu dengan yang lainnya. Pihak-

pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu, yaitu :

%2 Ibid

¥ Wawancara dengan M. Iqbal Assyauqi, nasabah BMI cab Yogyakarta di Yogyakarta
tanggal 28 Oktober 2008

% Wawancara dengan Sri Ismiatun, Sekeretaris Toko Pamela di Yogyakarta, tanggal 13
November 2008
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» BMI (issuer card) adalah bank yang mengeluarkan kartu yang
disebut dengan kartu Shar-E. Kartu ini adalah kartu yang salah
satu fungsinya (menjadi kesepakatan dengan nasabah BMI) bisa
digunakan pemegangnya (nasabah BMI) untuk melaksanakan
transaksi jual beli pada merchant-merchant yang berlogo
BCA/Prima Debit.

» Nasabah BMI (¢ard holder) yaitu orang yang menyetorkan uang
sebanyak Rp 125.000 untuk memperoleh paket Shar-E, maka ia
otomatis menjadi nasabah BMI dan berhak memperoleh kartu
Shar-E. Ia bisa-menggunakan Kartu ini sesuai dengan fungsinya
dan ia bertanggung jawab terhadap pembayaran semua fasilitas
kartuini.

» BCA (Bank,Central Asia) adalah bank perantara yang menjadi
fasilitator BMI untuk bekerjasama dengan pihak merchant dal:;un
melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu debit. Sebagai bank
perantara BCA berkewajiban menyediakan semua fasilitas
sehingga BMI dapat memberikan kemudahan kepada nasabahnya
untuk melakasanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.
Disamping itu, BCA juga berhak menetukan proses dan semua hal
yang berkaitan secara tehnis dalam pelaksanaan transaksi ini

seperti
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v Menentukan merchant-merchant yang layak bergabung dalam
transaksi ini.

v" Menyediakan mesin EDC (Electronic Data Capture) Mesin
EDC adalah alat yang dipergunakan untuk transaksi kartu
yang terhubung secara on line dengan jaringan bank.** EDC
disebut juga mesin yang memberikan sistem debit bersama,
nasabah dapat melakukan transfer uang maupun menank uang
tunai dan /melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu
(banking card transaction).®® Dengan kata lain, mesin EDC
(Electronic_Data Capture) yang tersedia di merchant yang
berlogo debit BCA/Primadebit adalah alat yang berfungsi
untuk menerdima transaksi” kartu debit yang tergabung dalam
jaringan, Prima Debit. Masing-masing terminal EDC di
merchant akan terhubung dengan bank pemilik mesin. Lalu
bank tersebut terhubung dengan host yang melakukan transfer
data/pemindah bukuan (switching) transaksi.*’

v Menunjuk perusahaan tertentu, yaitu PT Rintis Sejahtera
sebagai operator (host) dalam pelaksanaan transfer data
transaksi/pemindah bukuan (switching) dalam transaksi ini

sehingga pemegang kartu Shar-E bisa melaksanakan transaksi

%5 Modul Pembelajaran: Pengenalan Transaksi Kartu, (ttp. Bank Negara Indonesia,t.t.), hal 10
: http://www.rmexpose.com/detail php?id=6720, accessed tanggal 2 November 2008
Ibid.
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jual beli dengan merchant-merchant yang telah ditunjuk. Pada
bulan Agustus 2000, PT. Rintis Sejahtera dipercaya oleh BCA
untuk mengelola jaringan debit dan tunai BCA untuk dapat
digunakan juga oleh nasabah bank lain. Sebagai satu-satunya
jaringan ATM yang dapat dipakai untuk melakukan transfer atau
pemindah bukuan secara real ime onfine dari dan ke rekening di
BCA. Di akhir|tahun, 2005, diluncurkanlah logo dan nama baru
yaitu Jaringan ATM Prima dan Jaringan Prima Debit.®
» Merchant, dalain transakst jual beli dengan kartu debit Shar-E,
mercahant terkait dengan BCA (bank perantara) bukan dengan
BMI (issuer card), untuk  menyediakan barang dan jasa kepada
pemegang kartu Shar-E sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati.

2. Hubungan dan Tanggung Jawab Yang Terjadi di Antara Pihak-
Pihak yang Berakad dalam Transaksi.Jual Beli Dengan Kartu Debit
BMI

Dalam transaksi menggunakan kartu yang diterbitkan perbankan,
baik kartu debit maupun kartu lainnya, pihak-pihak yang terkait di
dalamnya mempunyai hubungan dan tanggung jawab tersendiri, kadang-

kadang rangkap dua sampai rangkap tiga.®® Sama dengan transaksi jual

" hitp://www.klikbca.com/corporate/news. htmi?s=2& P=1608, accessed tanggal 2 November
2008
¥ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman Banking., hal 71
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beli dengan kartu debit lainnya, transaksi jual beli dengan kartu Shar-E
seperti juga terdiri dari empat pihak utama sehingga tercipta aktivitas jual
beli.

Kalau melihat hubungan dan tanggung jawab yang terjadi maka
dapat dilihat bahwa kerjasama dl antara pihak-pihak yang terkait
menimbulkan beberapa bentuk perjanjian (akad) yang berdiri sendin.
Hubungan dan tanggung jawab di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
transaksi jual beli dengan kartu Shar-E yang membentu berbagai macam
bentuk perjanjian itu dapat dijelaskan sebagai berikut:
a8, Hubungan dan Tanggung Jawab antara BMI (issuer bank) dan

Pemegang Kartu Shar-E (Card holder)

Nasabah', yang —mempunyai’ ‘Tekening ‘di BMI  berhak
mendapatkan kartu~ debit dan isswer bamk bertanggung jawab
menerbitkan kartu cicbit untuk nasabahnya dan ia dianggap legal untuk
menggunakan fungsi kartu tersebut. BMI tidak bertanggung jawab
terhadap pemakaian kartu debit oleh pihak lain secara illegal baik
untuk transaksi jual beli ataupun penggunaan layanan jasa apapun >

Hubungan hukum dan tanggung jawab yang terjadi antara BMI

dengan pemegang kartu (card holder) dalam transaksi jual beli dengan

% Ibid, hal 77



58

kartu debit adalah hubungan perwakilan.”' Berdasarkan penjelasan ini,
maka dapat disimpulkan bahwa BMI (issuer bank) merupakan wakil
dari pemegang kartu (nasabahnya) untuk membayarkan semua nilai
kewajiban yang dilakukan pemegang kartu dengan cara melakukan
pendebitan saldo dari rekeningnya.

Disamping sebagai wakil dalam melaksanakan pembayaran,
BMI juga wakil dari nasabah unfuk memperoleh jasa dari bank
perantara untuk mendapatkan kemudahan melaksanakan transaksi jual
beli melalui kartu debit. Oleh karena itu tugas BMI sebagai wakil
disamping mendebitdari” saldorekening pemegang kartu untuk
membayar nilai pe_mbelian, BMI juga bertugas untuk mendebit saldo
untuk membayar upab.dan jasa.yang dia“peroleh jasa dan bank
perantara atas kemudahan melaksanakan transaksi dengan kartu Shar-
E.

Transaksi keuangan apapun yang dilakukan lewat wakilnya
maka dalam hal tersebut sama artinya ia (yang mewakilkan) bertindak
sendiri.”” Maksudnya adalah ketika BMI ditunjuk sebagai wakil untuk
membayar sejumlah dana yang telah dikeluarkan pemegang kartu
(orang yang mewakilkan), misalnya untuk membayar nilai pembelian

barang pada suatu merchant sama artinya pemegang kartu tersebut

*'Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan
BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008
*2 Ibid, hal 78
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telah membayar sendiri nilai dari pembelian barang tersebut kepada
merchant.
Hubungan dan Tanggung Jawab antara BMI dan BCA

Banyaknya merchant yang bergabung dengan BCA disamping
juga mempuyat jaringan ATM (Automated Teller Machine) terluas di
Indonesia menjadi _faktor dipilinnya BCA oleh BMI untuk
bekerjasama dalam_memberikan fasilitas penggunaan semua fungsi
kartu debit kepada para'nasabahnya **

Hubungan | kerjasama antara BMI dengan BCA adalah
hubungan pengguna dan pemberi-jasa. BMI menggunakan jasa BCA
untuk bisa memberikan layanan penarikan uang tunai, informasi
jumlah saldo, transfer uang, pembayaran tagihan telpon dan listrik atau
pembelian barang dan jasa pada'merchant yang begabung dengan
BCA. Oleh karena itu BCA t;erkewajiban untuk memberikan jasa
berupa penyediaan fasilitas penggunaan kartu debit seperti ATM dan
merchant untuk memperoleh barang atau jasa. Di pihak lain BMI
disamping berhak mendapatkan fasilitas tersebut juga berkewajiban
untuk memberikan upah (fee) atas jasa yang diberikan oleh BCA

sesuai perjanjian yang telah disepakati.**

% Wawancan dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan
BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008

™ Ibid
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Khusus transaksi jual beli dengan kartu debit pada merchant
yang telah disediakan, upah yang didapat oleh BCA dibayar oleh
pengguna kartu Shar-E yang disebut dengan uang administrasi
sebanyak Rp 3.000.-, yang terpotong secara langsung di saldo pemilik
kartu Shar-E apabila ia melakukan transaksi jual beli.”® BMI hanyalah
wakil dari pemegang kartu untuk membayarkan (mendebit) upah (fee)
sebagai imbalan dari fasilitas transaksi dengan kartu debit. BCA akan
melakukan penagihan setiap bulannya atas jasa yang diberikannya
dalam memberikan fasiltas untuk memfungsikan kartu debit ini kepada
BML*

Dalam tehnis pelaksanaan kerjasama transaksi jual beli dengan
kartu debit\ ini,\ BCA—akan-menyediakan /mesin-EDC pada setiap
merchant yang telah”bergabung dalam transaksi kartu dengan BCA.
Mesin EDC inilah yang akan memproses transaksi jual beli det;gan
kartu debit. Disamping itu, BCA menunjuk suatu perusahaan satelit
komunikasi data yang bernama PT Rintis Sejahtera, yaitu perusahaan
jasa switching (transfer data/pemindah bukuan) yang menyediakan
satelit komunikasi untuk memencarkan data informasi digital sebagai
sarana komunikasi satelit internasional dan domestik. Perusahaan ini

menyediakan peralatan lengkap dan keahlian dalam komunikasi satelit

* Ibid
% Ibid
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antara lain yang disebut Pnmalink, yaitu salah satu jasa layanan yang
dikembangkan dalam hal komunikasi data dan sistem suara yang akan
menghubungkan kantor pusat dan kantor cabang.®’ Primalink
merupakan salah satu jasa yang digunakan oleh BMI dan BCA dalam
layanan kartu debit, yang diakses oleh nasabah pemegang kartu debit
BMI

¢. Hubungan Kerjasama dan Tanggung Jawab aptara Pemegang
Kartu Shar-E (Card Holder) dan BCA

Dalam transaksi jual beli dengan kartu debit ini, hubungan
antara dua pihak ini-sebenarnya-adalah hubungan antara pengguna jasa
dan pemberi jasa. Pemegang kartu Shar-E (card holder) adalah
pengguna jasa fasilitas-transaki~jual beli /menggunakan kartu yang
disediakan oleh BCA.

Oleh karena itu, pemegang kartu Shar-E dibebankan untuk
membayar upah (fee) sebesar Rp 3.000.-, yang dikenal sebagai biaya
administrasi dari setiap transaksi pembelian dengan kartu yang dia
lakukan.” Biaya ini didebit secara langsung oleh BMI ketika transaksi
jual beli dilakukan sehingga jumlah saldo rekening pemegang kartu
akan berkurang saat itu juga. Namun penagihan biaya ini oleh BCA

kepada BMI dilaksanakan setiap bulan diakumulasikan dengan biaya

7 hitp/fwww.rintissejahters. co.id/servis.php?id=5, accessed tanggal 2 November 2008
% Wawancara dengan Adi Purwianto, Staf Bagian Operasional Pembiayaan dan Pelaporan
BMI cab. Yogyakarta di Yogyakarta, tanggal 27 Oktober 2008
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sewa (fee) penggunaan fasiltas kartu debit lainnya seperti penarikan
ung tunai atau cek saldo dan lain.”’
Hubungan Kerjasama dan Tanggung Jawab antara BMI dan
Merchant

Hubungan diantara kedua pihak ini pada prinsipnya adalah
hubungan perdagangan. Dimana pihak BMI sebagai wakil
berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar semua nilai
transaksi jual beli| yang dilakukan ‘nasabahnya melalui pemotongan
sejumlah nilai yang telah dikeluarkan, dan rekening tabungan nasabah.
Dengan teknologi dan-sitem transaksi kartu yang ada, nilai transaksi
tersebut ditransfer ke rekening merchant. Sedangkan merchant
bertanggung,’ jawab —untuk{ meperima / nasabah BMI untuk
melaksanakan transaksiljual beli dengan kartu Shar-E.'®
Hubungan Antara BCA (Bank Perantara) Dengan Merchant

Ada dua macam bentuk hubungan antara BCA dan merchant,
yaitu; pertama, pada prinsipnya sama saja dengan hubungan antara
BMI dan merchant, yaitu suatu hubungan jual beli. BCA adalah wakil
dari BMI, yang juga merupakan wakil dari nasabah BMI (card holder)

untuk membayarkan sejumlah nilai transaksi yang dilakukannya.

Sbid
197pid
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Merchant bertanggung jawab untuk memberikan bukti-bukti
berupa dokumen dari transaksi jual beli vang dilakukannya dengan
nasabah BMI. Proses ini disebut seftlement, yaitu proses rekapitulasi
transaksi yang telah dikirim sebelumnya melalui EDC di merchant.
Settlement wajib dilakukan karena berkaitan dengan pembayaran pihak
bank kepada merchant. Apabila merchant lalai, tidak melakukan
settlement maka  bank tidak dapat melakukan pembayaran. '®'
Dokumen-dokumen’ini akan diseralikan oleh BCA kepada BMI di saat
penagihan atas penggunaan fasilitas kartu debit oleh nasabah BML

Kedua, hubungandalam—bentuk lain antara BCA dengan
merchant adalah pemanfaatan jasa penyediaan serta pengelolaan mesin
EDC.'" Secara\tidak-langsung merchant smendapatkan keuntungan
dengan penambaharn “penjualan, dikarepakan fasilitas yang disediakan
yaitu kemudahkan bagi pembeli_untuk membeli barang tanpa harus
membawa uang tunai. Agar terwujud transaksi tanpa uvang tunai ini,
BCA kemudian menyediakan mesin EDC. Kemudahan ini menjadi
nilai positif tersendiri di mata pembeli baik dari segi keamanan dan
terpenuhinya suatu kebutuhan ketika tidak membawa uang tunai.

Dalam hubungan ini tidak ada tanggung jawab yang

dibebankan kepada BCA untuk menarik pembeli sebanyak mungkin

' Modul Pembelajaran: Pengenalan Transaksi Kartu., hal 16
192 Wawancara dengan Sri Ismiatun, Sekeretaris Toko Pamela di Yogyakarta, tanggal 13

November 2008
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namun BCA berhak mendapatkan fee (upah) atas penyediaan dan
pengelolaan mesin EDC sebagai fasiltas yang memudahkan para
pembelinya untuk bertransaksi tanpa harus menggunakan uang tunai.
Upah yang dibebankan kepada merchant dipungut setiap bulannya
sebesar Rp 125.000.'%

Hubungan antara Pemegang Kartu dengan Merchant

Hubungan pemegang kartu dengan merchant adalah hubungan
perdagangan yaitu antara,pembeli dan penjual. Merchant menyediakan
barang atau jasa—yang bisa dibeli oleh nasabah bank BMI
menggunakan kartu debit (non-cash):

Tanggung jawab pemegang kartu berakhir dengan pembayaran
tagihan | pembelian/ barang-atau “jasa dari /merchant yang berkenan
menerima pembayaran dengan kartu/ Pada hakikatya pembayaran
dengan kartu, sama _dengan, pembayaran ,dengan tunai.'® Pihak
merchant pun bertanggung jawab menerima dan menyetujui
pembayaran dengan sistem ini sesuai dengan perjanjian dengan pihak
BCA (bank perantara)

Beginilah hubungan dan tanggung jawab antara pemegang
kartu dengan merchant seperti dijelaskan Irving J. Sloan, yang telah di

kutip Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman bahwa :

103 id

1% Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman Banking., hal 86
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“Dalam putusan Re-Charge Card Servis Ltd. 1988, pengadilan
memutuskan, tanggung jawab pemegang kartu dalam melunasi nilai
pembeliannya  kepada  merchant akan  berakhir  dengan
memperlihatkan kartu kepada merchant dan dicatat beberapa
informasi yang terkait. Merchant harus berhubungan dengan bank
penerbit kartu (issuer card} yang telah menyepakati untuk
memba}llgsrkan tagihan transaksi yang telah dilakukan pemegang
kartu”.

C. Akad-Akad Yang Terdapat Dalam Transaksi Jual Beli dengan Kartu

Shar-E

Banyaknya pihak yang terlibat dan saling berhubungan dalam transaksi

jual beli dengan kartu debit ini sehingga menimbulkan beberapa akad yang

terjalin. Berdasarkan bentuk dan tujuan hubungan serta tanggung jawab antara

pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan kartu debit, dapat

dipahami transaksi-transaksi (akad-akad) yang terjadi antara lain, yaitu :

>

Akad sewa-menyéwa (ijarah)  antarda pemegang kartu (card holder)
dengan BCA (bank perantara)

Akad sewa menyewa (ijarah) antara merchant dengan BCA (bank
perantara)

Akad pendelegasian (wakalah) antara pemegang kartu (card holder)
dengan BMI (issuer bank)

Akad jual beli (al ba’i) antara pemegang kartu dan merchant

195 Ibid hal 87



66

Semua akad yang dilaksanakan dalam transaksi jual beli dengan kartu
debit BMI ini digolongkan sebagai al ‘uqid al musamma (akad-akad yang
bernama). Akad bernama adalah akad yang telah ditentukan namanya
(sebutannya) oleh Pembuat Hukum. Akad-akad ini terdapat dalam syariah dan
mempunyai nama-nama sesuai dengan karakter dan ketentuannya masing-
masing.'® Di mana ada akad-akad lainnya yang disebut al ‘ugiid gairu al
musamma (akad-akad yang tidak bernama); yaitu kebalikan dan a! ‘ugid al
musamma (akad-akad yang bermmama), di mana Pembuat Hukum (Allah) tidak

menentukan namanya seperti akad ijarah muntahiya bi al- tamlik.'”’ Akad-

akad yang terdapat dalam transaksi‘jualbeli dengan kartu debit BMI ini juga
termasuk akad-akad yang digoiongkan sebagai akad-akad masyri’, yaitu
akad-akad yang dibenarkan oleh.syara’ untuk dilaksanakan.'®*

Akad-akad ini pada prinsipnya \ berdiri sendiri sesuai dengan
ketentuannya masing*myasing namun [tidak_bisa dipisahkan.'” Pemisahan
pihak-pihak dan akad-akad yang ada, menyebabkan tidak terlaksananya tujuan
akad atau transaksi jual beli dengan kartu Shar-E. Dengan kata lain, apabila
pihak-pihak yang terlibat beserta akad-akad yang ada di dalamya tidak ada,
maka bukan lagi dinamakan transaksi jual beli dengan kartu debit, khususnya

transaksi jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E. Pihak-pihak serta akad-

1% Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah., hal 73

197 Ibid, hat 76

108 1bid, hal 79

1% Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking., hal 72
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akad yang ada merupakan rukun dalam transaksi jual beli memakai kartu
Shar-E. Disamping menjadi ciri khas tersendiri dari transaksi jual beli

menggunakan kartu Shar-E.

. Proses Transaksi Jual beli dengan Kartu Shar-E pada Merchant yang
Berlogo BCA/Prima Debit

Guna memberikan_fasilitas kepada nasabahnya untuk menggunakan
fungsi kartu debit berupa transaksi jualbeli, BMI bekerjasama dengan BCA.
BMI menerbitkan kartu debit kepada nasabahnya yang mempunyai rekening
tabungan (pemegang kartu)-Apabila nasabah ingin membeli sesuatu barang
dari merchant, maka ia bisa membelinya pada merchant yang bergabung dan
sudah memiliki kerjasama/dengan -BCA ~merchant/sebagai tempat penjualan
yang berpabung dengan’ BCA! diwajibkan'mempunyai rekening tabungan di
BCA dan berlogo BCA/Prima Debit.

Pemegang kartu Shar-E yang ingin melaksanakan transaksi dengan
kartunya, disyaratkan berbelanja dalam jumlah nilai ketentuan batas minimal
dari nominal pembelian. Setiap merchant mempunyai batas minimal dari
nominal pembelian yang berbeda-beda. Toko Pamela di Yogyakarta misalnya,
membatasi minimal pembelian Rp 50.000.- agar dapat menggunakan kartu
debit untuk berbelanja.

Nasabah diberikan izin mempergunakan kartunya untuk melakukan

transaksi jual beli dengan memperlihatkan kartunya kepada merchant. Dalam



68

transaksi ini kasir di merchant akan menggesek kartu nasabah BMI ke mesin
EDC BCA. Kasir lalu memasukkan nilai belanja. Setelah itu, akan
memberikan mesin EDC kepada pemilik kartu Shar-E. Kemudian pemilik
kartu dipersilahkan memeriksa nilai belanja, apakah sudah benar dan sesuai
dan memasukkan nomor PIN (Personal Identitification Nomber). Bila
transaksi disetujui, akan muncul kata “approved” di mesin EDC. Terminal
EDC di merchant akan terhubung dengar bank pemilik mesin. Lalu bank
tersebut terhubung dengan’ host yang melakukan transfer data/pemindah
bukuan (switching) transaksi (PT Riatis Sejahtera). Berikutnya slip transaksi
langsung tercetak, ini berarti-saldo. rekening pemilk kartu Shar-E langsung
terpotong (real time on line) senilai belanja yang telah digunakan. Slip
transaksi hendaknya disimpan sebagai bukti pembayaran yang sah.

Selain pengurangan Senilai jumlahbelanja yang telah digunakan pada
saldo rekening pemilik kartu Shar-E; pengurang pada saldo juga dilakukan
secara langsung sebesar Rp 3000 .- sebagai biaya administrasi. Pengurangan
nilai rekening akibat transaksi jual beli ditambah biaya administrasi ini
dilakukan secara on-line. System on-line ialah ketika kartu ini dipakai, nilai
pembelian atau transaksi ditransfer langsung dari rekening pemegang kartu ke
dalam rekening merchant pada waktu pembelian dan rekening nasabah
langsung dikurangi oleh nilai dari transaksi pembelian tersebut.

Merchant mengembalikan kartu kepada pemegang kartu disertai

salinan dari dokumen tersebut, salinan disimpan merchant sedangkan salinan
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yang lain dikirim kepada BCA sebagai bukti transaksi yang akan dijadikan
landasan untuk pembayaran oleh pihak BMI. Setelah barang diterima dan slip
transaksi diberikan oleh merchant kepada pemegang kartu maka berakhirlah
transaksi jual beli kartu Shar-E ini.

Untuk lebih jelasnya bagaimana proses berlangsungnya transaksin

jual beli dengan kartu Shar-

dilihat dalam gambar beri

Gambar 2 : Hubungan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam
mekanisme dan proses transaksi jual beli kartu debit

Keterangan

= Proses transaksi jual beli dengan kartu debit
................. - Hubungan dalam proses transaksi
A : Menerbitkan dan mengeluarkan kartu debit Shar-E

B : Transaksi jual beli
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: Menyerahkan kartu Shar-E

: Menyemahkan barang/jasa

: Settlemen

: Otonisasi

: Switching (transfer data/pemindah bukuan)

: Switching (transfer data/pemindah bukuan)

: Pgndelegasian

: Mendebit dan membayarkan nilai pembelian barang/jasa serta mendebit dan

membayarkan jasa dari fasiltas transaksi jual beli dengan kartu debit yang telah
disediakan

: Membayarkan nilai transaksi
: Menyerahkan bukti-bukti transaksi dan membayar upah pemanfaatan mesin

EDC

: Melaksanakan penagihan nilai transaksi kartu dan upah dari penyediaan fasiltas

transaksi kartu



BABIV
SISTEM TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN KARTU SHAR-E
PADA MERCHANT YANG BERLOGO BCA/PRIMA DEBIT

MENURUT PERSFEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kerjasama BMI dan BCA dalam Menyelenggarakan Transaksi Jual Beli
Dengan Kartu Shar-E Menurut Persfektif Hukum Islam
1. Pengertian Bank Konvensional
Asal mula kata bank diambil dari kata “banco” yang berarti meja
yang dipergunakan peniukar. uangdi pasar.''® Kata ini diambil karena
seiring perkembangannya lembaga keuangan juga melakukan tukar
menukar uang.''' Bank-adilah sebuah-lembaga keuangan yang yang
usahanya adalah memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran
dan peredaran uang }'2
Dari awal keberadadnnya, banyak dari aktivitas bank ini dijalankan
berdasarkan prinsip_riba.'’* Jadi bank konvensional adalah suatu bank
yang menjalankan semua aktivitas perbankannya berdasarkan prinsip riba

yang dilarang oleh ajaran Islam,

1 [swardono, Uang dan Bank, Edisi 4, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1999), hal 49

" Ustman Syabi 4] Muamalat al Maaliyyah al Mua ashirah fi al Figh al Islam , (ttp.: Darul
al Nafis, 1996), hal 209

"2 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Jakarta: PT RejaGrafindo
Persada, 2002), hal 182

113 Ustman Syabi, 47 Muamalat., hal 211
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2. Pengertian Bank Syariah
Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya
memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran
uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat’

114

Islam. " Kemunculan bank syariah dikarenakan umat Islam memerlukan

sebuah bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dengan
tidak menjalankan semua aktivitas perbankan berdasarkan prinsip riba.'"®
Bank syariah menjalankan aktivitas perbankannya berdasarkan
prinsip kemitraan (musydrakah) ‘dan—keadilan lewat bagi hasil. Oleh
karena itu lembaga keuangan yang menjalan aktivitas perbankannya
berdasarkan prinsip Islam kemudian dikenal derigan bank syariah.'*®
3. Tinjauan Syariah| Tentang Kerjasama antara Bank Muamalat
Indonesia (Bank..Syariah) ,dan. .Bank _Central Asia (Bank
Konvensional)
BMI adalah sebuah bank di Indonesia yang menerapkan prinsip-
prinsip Islam dalam melaksanakan setiap kegiatannya perbankannya.

Sedangkan BCA adalah bank yang menjalankan aktivitas perbankan

berdasarkan prinsip bunga (riba) sehingga digolongkan sebagai bank

14 Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI
dan Takaful) Di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal 5
' Muhammad Ustman Syabi, Al Muamaiat., hal 214
18 Ibid, hal 317
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konvensional. Bank konvensional adalah bank yang tidak menjalankan
aktivitas perbankannya berdasarkan prinsip-prinstp Islam.

Dalam melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E BMI
bekerjasama dengan BCA dalam rangka mempermudah nasabahnya untuk
menggunakan fungsi kartu Shar-E khususnya fasilitas pembelian
menggunakan kartu Shar-E _pada merchant-merchant tertentu. Faktor
yang menjadikan BCA dipilih sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan
perbankan ini disebabkan banyaknya merchant yang bergabung dengan
BCA disamping juga” mempuyai jaringan ATM (Automated Teller
Machine) terluas di Indonesia.

Ada dua pendapat di kalangan para ulama kontemporer dalam
menanggapi permasalahan-hukum kerjasama antara bank syariah dan bank
konvensional. Sebagian ulama méngatakan bahwa kerjasama antara bank
syartah dan_ bank konvensional _dilarang pada setiap kondisi dan
keadaannya. Karena apabila bank syariah bekerjasama dengan bank
konvensional berarti bekerjasama dalam melaksanakan sistem riba yang
diharamkan. Secara jelas Islam melarang tolong menolong dalam hal
kemungkaran.

Sedangkan sebagian ulama lainnya membolehkan kerjasama antara
kedua macam bank ini selama kerjasama tersebut tidak menjalankan riba.
Pendapat para ulama ini didasarkan kepada banyaknya riwayat yang

menceritakan bahwa Rasulullah Saw. dan sahabat-sahabatnya sering
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berhubungan dalam kegiatan ekonomi yang dibolehkan dengan para kaum
Yahudi di Madinah dan tidak bekerjasama dengan mereka dalam kegiatan
ekonomi yang diharamkan, padahal para kaum Yahudi sangat dikenal
sebagai kaum yang melaksanakan praktik riba dalam kegiatan ekonomi.
Selain dengan kaum Yahudi para sahabat juga banyak yang melaksanakan
hubungan ekonomi dengan kaum Musyrikin Mekkah dan para pedagang
non muslim lainnya ketika mereka berdagang di Syam dan Yaman.'"’

Muhammad Ustman, Syabi menjelaskan lebih lanjut bahwa
kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional hanya boleh
dilakukan dalam batasan-batasan tertentu, yaitu, pertama, hendaknya
hubungan antara kedua bank ini tidak boleh dalam konteks menjalankan
sistem yang mengandung-prinsip-prinsip riba/ Seperti, tidak boleh bank
syariah meminjam dana dar1 bank konyensional yang dikenal membebani
bunga pada dana yang dipinjamkan.tersebut. Kedua, hendaknya kerjasama
yang dilakukan antara bank syariah dan bank konvensional berdasarkan
hubungan kemitraan yang sesuai dengan ketentuan syariah.''®

Terlepas dari semua pendapat di atas ada baiknya kalau kita
telusuri bagaimana sebenarnya pandangan syariah dalam menyikapi
kerjasama di antara kedua bank yang berbeda ini. Syariah Islam

berlandaskan kepada al Qur’an, Sunnah dan ijtihad beserta metode-

7 1bid, hal 326
18 mbid, hal 327 -329
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metodenya. Oleh karena itu untuk memahami hukum kerjasama antara
kedua bank ini kita harus mengkaji ketiga sumber penetapan syariah
tersebut.

Berdasarkan kepada al Qur’an, ada sebuah ayat yang bisa
dijadikan landasan dalam' memahami hukum kerjasama di antara kedua

bank ini, yaitu firman Allah:

(1

R ALY R iR T N 2 TR I A 1 Y
PSSV FIT RV S-S NN G PURCE WA PR 15, N

-

P

@ik i1 EE G 1l
“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap
orang-orang yang tidak- memerangimu, karena agama dan tidak pula
mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang
yang berbuat adil”. (QS. al Mumtahanah: 8)

Ayat| di' atas/ mengandung..prinsip yang fundamental tentang
hubungan dan interaksi, antara’ muslim/dan non muslim.""® Ayat ini
berlaku umum;, lebih~spesifik, lagi~Thahir [Tbou Asyur menjelaskannya
ditinjau dari aspek muamalah seperti yang dikutip M. Quraisy Shihab,
bahwa pada zaman Nabi Saw. sangat banyak suku-suku yang non Islam
bekerjasama dengan Nabi Saw. dan mengharapkan kemenangan beliau
menghadapi suku Quraisy Mekkah.'*

Lebih jelas lagi Sunnah Nabi Saw. mengajarkan bahwa kerjasama

dalam bentuk transaksi dengan non muslim tidak dilarang oleh ajaran

" M. Quraisy Shihab, Zafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur an, (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), hal 155
'%Ibid, hal 155
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Islam sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Saw. Beliau pernah
melakukan transaksi gadai dengan orang Yahudi. Seperti yang
dinwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa, “Rasulullah pernah membeli
makanan dari orang Yahudi dan ia menggadaikan baju besinya” (HR
Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan suatu kerjasama
termasuk melaksanakan kegiatan ekonomi dengan orang non muslim tidak
melanggar ajaran Islam.

Berdasarkan ushul figh, adasebuah metode penetapan hukum yang

disebut dengan al masiahah al mursalah, yaitu suatu kemaslahatan yang

tidak ditetapkan oleh -syariat.namun.juga tidak ada dalil syariat yang

melarangnya.'?! Al M~<lalah al mursalah dijadikan sebagai dalil hukum

dengan “alasan ' bahwa “kemashlahatan' manusia* ‘selalu berubah dan
berkembang, . kalau ~hanya_ berpegang/ kepada kemashlahatan yang
ditetapkan syamat maka banyak -kemashlahatan manusia yang tidak
terakomodasi oleh syariah, hal ini tidak sesuai dengan tujuan penetapan
syariah yaitu agar tercipta kemashlahatan seluruh umat manusia sepanjang
masa. Disamping itu kalau kita perhatikan bahwa para Sahabat, Tabi’in
dan para Imam Mujtahidin banyak menetapkan hukum dengan al/

maslahah al mursalah ini, contohnya Abu Bakar menghimpun al Qur’an

121 Abdul Wahab Khallaf, Iimu Ushul., hal 84



77

122 Menurut

dan memerangi orang-orang yang ingkar membayar zakat.
Abdul Wahab Khallaf, syarat menetapkan hukum berdasarkan dalil hukum
imi adalah: pertama, kemashlahatan itu adalah kemashlahatan yang hakiki.
Artinya kemaslahatan itu diyakini dengan kuat akan menimbulkan
manfaat dan menghindari suatu kemudharatan. Kedua, kemashlahatan
tersebut adalah suatu kepentingan umum bukan kemashlahatan yang
bersifat pribadi dan yang terakhir tidak-ada satupun dalil tasy»7’ (ketetapan
hukum) seperti al Qur’an, Sunnah atau Jjma yang melarang kemashlahatan
inl--123

Kemashlahatan—dari“kerjasama- antara bank BMI dan BCA
memenuhi ketiga syarat tersebut. Kemashlahatan dari kerjasama kedua
bank ini adalah kemashlahatan 'yang “mendatangkan manfaat, yaitu
mempermudah nasabali“dalam melaksanakan jual beli dan menghindari
kemudharatan, yaitu_terjadinya_ kesulitan nésabah dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Kemashlahatan ini juga bersifat umum, bukan hanya
untuk kepentingan bank namun untuk kepentingan nasabahnya atau
masyarakat yang melaksanakan kegiatan ekonomi. Disamping itu tidak
ada satu pun dari dalil penetapan syariah yang melarang dilaksanakannya
kerjasama antara bank syariah dan bank konvensional. Maka berdasarkan

kepada penetapan hukum dengan metode yang disebut al maslahah al

'2 1bid, hal 85
13 Ibid, hal 86-87
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mursalah ini, kerjasama antara BMI dan dan BCA dibenarkan dan tidak
dilarang ditinjau dart syariah.

Ditinjau dari magasid al-syari'ah yang merupakan salah satu
metode ijtthad dalam penetapan syariah (hukum Islam) kerjasama im
dibolehkan. Menurut Imam Syatibi sebagai orang yang merumuskan

maqasid al-syari’ah menjadi—metode. ijtihad yang komprehensif dan

aplikatif bahwa hendaknya penetapan hukum yang mempunyai nilai
kebenaran yang objektif (qath‘i) hendaknya didasarkan pada tujuan atau
hikmah hukum (ta'lil al-go 'i).'*! Tujuan syariah yaitu mewujudkan dan
menjaga kemaslahatan . (mamfaat)/ -sefta menghilangkan kerusakan
(mafsadah). Tujuan syariah ini merupakan dasar penetapan hukum dalam
teori magasid al-sydri'ah*® Tujian’ dari pefisyariatan ini kemudian
disebut hukum umum-(kulliyat),” yang+ disimpulkan melalui penalaran
induktif dari nash.'”® Hukum umum~(kufiyat)_kemudian dikonsepsikan

menjadi tiga maslahah, yaitu dharuriyah, hajaiyyah dan tahsiniyyah. '*’

124 Asmuni, Penalaran Induktif dan Perumusan al Maqasid Syatibi Menuju ljtihad Dinamis,
UNISIA, NO. 48, Vol XXVI (2003), hal 169-171

' Asmuni, Studi Pemikiran al Magqashid (Upaya Menemukan Fondasi [jihad Akademik
yang Dinamis, makalah kuliah disampaikan pada perkuliahan studi Fiqgih Muamalah di MSI Proram
Pascasarjana UII tahun 2006-2007), hal 12

126 Tim Penulis MSI UTI, Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah, Cet 1, (Yogyakarta: MSI
UII dan Safira Insania Presss, 2008), hal 161

' Ibid, hal 164
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Ketiga mashlahah ini diposisikan secara hirarkies oleh Syatibi dalam skala
prioritas penetapan hukum.'?®

Dalam metode penetapan hukum berdasarkan magasid al-syari’'ah

ini, kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam teks dan memerlukan
jawaban hukum dianologikan kepada hukum umum (kulliyatf) dengan cara
mendeduksikannya berdasarkan—persamaan tujuan (ta’lil al-go'i).'*®
Dengan kata lain, jawaban hukum dari‘realitas yang memerlukan jawaban
hukum tersebut bisa rdidapatkan”dari’ dealektika antara hukum umum
(kulliyaf) dengan realitas tersebut (juz'i). Dan dealektika imi dapat
diketahui apakah realitas tersebut (juzj) sejalan dan sesuai dengan hukum
umum (kulliyaf). Kesamaan dan perbedaan tujuan dari hukum umum
(kulliyat) dan realitas/akan menjadi.jawaban tentang.status hukum realitas
tersebut. '*°

Tujuan BMI"bekerjasama dengan BCA adalah agar nasabah BMI,
orang yang meyakini kebenaran sistem ekonomi Islam mendapatkan
kemudahan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Hal ini adalah bagian
dari usaha untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia yaitu
memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kerjasama ini maka potensi timbulnya
sebuah kemudharatan bisa terjadi, seperti kebutuhan hidup manusia

khususnya nasabah BMI tidak terpenuhi.

128 Asmuni, Penalaran., hal 176
' Tim Penulis MSI UTI, Menjawab., hal 162.
13 Ibid, hal 163
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Kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai tujuan dari
kerjasama kedua bank ini adalah merupakan suatu bentuk kemashlahatan.
Kemashlahatan ini sesuai dengan tujuan pensyariatan yang disebut
dengan mashlahah hajaiyyah, yaitu salah satu hukum umum (kulliyar)

dalam teori magasid al-syari'ah. Kesamaan aritara tujuan kerjasama kedua

bank dengan salah satu-tujuan syariat-atau hukum vmum (kulliyat), yaitu
mashlahah hajaiyyah menjadikan hukum kerjasama ini dibenarkan dan
boleh dilaksanakan.

Salah satu metode penetapan hukum yang lain adalah penetapan
hukum berdasarkan kaidah-kaidahfighiyah. Ada salah satu kaidah figh
yang paling memiliki makna yang komprehensif, yaitu: “Meraih
kemashlahatan" |dan’ ' menghilangkan.  kerusakan”)’'  Kaidah ini

~mengandung makna,_bahwa tujuan \dati pensyariatan adalah untuk
mendatangkan kemashlahatan umat manusid baik dengan menghilangkan
kemudharatan (kerusakan) maupun dengan meraih kemashlahatan. Jadi
semua yang mendatangkan kemashlahatan dan menolak kemungkaran
diperintahkan oleh syariah Islam. Sebaliknya semua hal yang
mendatangkan kemudharatan dilarang oleh syariah Islam. Berdasarkan
kaidah figh ini, bahwa kerjasama antara BMI dan BCA bertujuan untuk

mendatangkan kemashlahatan umum dan menghilangkan kemudharatan

BU'Y. A Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih., hal 8
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sehingga hal ini sesuai dengan perintah syariat dan tidak ada alasan yang
melarang kerjasama antara kedua bank ini.
Kalau kita perhatikan seluruh model penetapan hukum di atas,

baik dari nash maupun ijtihad seperti maslahah al mursalah, magasid al-

syari'ah dan kaidah-kaidah fighiyah, semuanya menetapkan hukum
berdasarkan kepada enumerasi-tujuan. (ta'lil al-ga'i). Asmuni sebagai
salah seorang yang banyak mengkaji masalah teori magasid al-syari'ah al
Syatibi, menjelaskan  bahwa pengertian penetapan hukum berdasarkan
enumarasi tujuan (ta’lil al-ga'i) adalah penetapan hukum yang
menjadikan al-gayar (tujuan)_sebagaialasan atau landasan penetapan
hukum."*? Untuk menegaskan pengertian ini, beliau menjelaskan dengan
membedakannya dengan‘pengertian enumerast sebab“(fa il sababi), yaitu
suatu penetapan hukum’ yang /menjadikan al-ausaf (sifat-sifat) sebagai
dasar penetapan: hukum.'” | Semua’ métode penetapan hukum yang
digunakan dalam menyikapi hukum kerjasama kedua bank ini menjadikan
al-gaya sebagai pertimbangan dan alasan dibolehkannya kerjasama kedua
bank ini. Dengan kata lain, semua jenis metode ijtihad yang mendasarkan
enemurasi tujuan (fa’lil al-ga'i) sebagai landasan hukum membolehkan

kerjasama kedua bank ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

32 Asmuni, Penalaran., hal 171-172
3 Ibid, hal 172
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kerjasama antara kedua bank yang berbeda secara prinsip dalam
melaksanakan kegiatan perbankannya dibolehkan menurut syariah Islam.
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Akad-Akad yang ada dalam
Sistem Transaksi Jual beli dengan Kartu Shar-E
Pengenalan terhadap akad-akad yang ada dalam transaksi jual beli
dengan kartu debit mutlak harus dipahami pengguna jasa ini agar bisa
melaksanakan transaksi jual beli dengan kartu debit BMI dengan keyakinan
akan keabsahan transaksi ini dari kaca.mata Islam. Sayyid Sabiq menjelaskan
bahwa bagi mereka yang-berkecimpung dalam bidang perdagangan wajib
mengetahui hukum yang berkaitan dengan-sah dan rusaknya transaksi jual beli
tersebut.'** Tujuannya agar usaha maupun kegiatan jual beli yang dilakukan
terhindar dari hal-hal yang tidak-dibenarkan oleh syariah Islam.
1. Akad Ijarah
a) Akad Ijarah Antara Pemegang Kartu Shar-E dan BCA
Dalam mekanisme pembelian barang pada merchant yang
berlogo BCA, maka dapat diketahui bahwa pemegang kartu Shar-E
juga melaksanakan akad ijarah, yaitu pemanfaatan jasa dari BCA
(bank perantara) berupa fasilitas untuk kemudahan transaksi dan
mentransfer uangnya kerckening merchant. Pengertian akad ini

dalam istilah fiqih adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas

1™ Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983), III, hat 125
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barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan
pemindahan kepemilikan.'”’

Dilibat dari rukun akad dalam akad ijarah maka pelaksanaan

ijab dan kabul tertuang dari perjanjian antara pemegang kartu dengan
BMI yang tertera dalam “Syarat dan Ketentuan Umum Pemegang
Kartu Shar-E” point ke-10, yaitu:
“Pemegang Kantu'dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat
ditarik kembali kepada Bank untuk mendebit rekening pemegang
kartu atas dana yang ditarik oleh Pemegang Kartu melalui transaksi-
transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank beserta jumlah uang
lainnya yang menjadi kewajiban Pemegang Kartu.”

Perjanjian 'ini-—menjelaskan—jjab dan kabul pemegang kartu
dengan bank (BMI). Dalam perjanjian ini pemegang kartu
mewakilkan kepada pihak.BMI-untuk mendebit-sejumlah kewajiban
(upah) kepada BCA sebagai‘bank perantara dalam memfasilitasi jual
beli dengan_pthak merchant_melalui kartu Shar-E. Hal ini yang
berarti juga pemegang kartu bersedia melaksanakan akad ijjarah
dengan BCA. Sedangkan sikap dan “kabul” persyaratan yang
diajukan BCA kepada pengguna fasilitas ini (pemegang kartu Shar-
E), yaitu untuk membayar biaya administrasi (fee) sebanyak Rp

3.000,- setiap kali melakukan transaksi.

13 Syafi’i Antonio, Bank Islam., hal 117
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Pada dasarnya sigat ijab dan kabul harus dinyatakan secara
verbal. Sigat ijab dan kabul merupakan manifestasi dari kerelaan para

pihak yang berakad untuk melaksanakan suatu akad. Maka tidak

mengherankan banyaknya pendapat ulama yang membolehkan sigat

jjab-kabul bisa dilaksanakan dengan tulisan,"*® Ahmad Muhammad
Al ‘Assal dan Fathi Muhammad Abdul Karim menjelaskan bahwa
semua akad sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan
ijab dan kabul baik merupakan perkatan maupun perbuatan. Mereka
Jjuga mengutip pendapat Ibnu Taimiyah, yaitu:

“Setiap cara yang-dianggap orang banyak sebagai suatu
menunjukkan suatu ijab kabul maka sudah sah untuk dinyatakan
sebagai suatu akad.”

Pendapat ini dipilth Ibnu Taimiyah setelah dia menjelaskan

semua pendapat“orang-lain tentang sigat dalam akad.'”’ Hal ini

menunjukkan 'bahwa.ijab kabul.sah-tanpa~harus diucapkan secara
verbal.

Ditinjau dari aspek syarat sahnya orang yang melaksanakan
akad, pemegang kartu Shar-E adalah orang yang mempunyai
kemampuan (ahlivah al-ada al kamilah), yaitu berakal dan dapat

membedakan baik dan buruk (mumayyiz) serta balig. Hal ini dapat

1% Sayyid Sabiq, Figih., hal 128

'*? Ahmad Muhammad Al * Assal dan Fathi Ahmad Abdu! Karim, Sistem Ekonomi Islam Dan
Tujuan-Tujuannya, alih bahasa oleh Abu Ahmadi dan Anshori Umar Sitanggal, (Surabaya: Bina Ilmu,
1980), hal 183- 184
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dijelaskan dari persyaratan orang yang dapat memiliki kartu Shar-E
adalah mempunyai identitas pribadi seperti KTP (Kartu Tanda
Penduduk dan Surat Izin Mengemudi). Kedua jenis identitas pribadi
ini hanya didapat apabila orang tersebut berumur 17 tahun, di mana
pada umur ini kebanyakan manusia sudah memiliki kemampuan
(ahliyah), yaitu berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan
buru juga sudah balig. Begitu juga BCA sebagai suatu lembaga
keuangan yang bergerak di bidang’layanan publik pasti dimiliki dan
dijalankan oleh orang yang mencukupi syarat seperti ahlivah al-ada
al kamilah, yaitu-orang yang berakal dan bisa membedakan antara
yang baik dan buruk serta sudah balig.

Ditinjau ‘dan syarat-sahnya, pelaksanaan ‘akad tersebut maka
dapat dipahami bahwa akad\ijarah yang dilakukan oleh pemegang
kartu Shar-E _dengan, BCA _(bank-.perantara) suadah memenuhi
ketentua sahnya pelaksanaa akad ijarah. Hal ini dapa dijelaskan
dengan adanya:

» Kerelaan kedua belah pihak seperti yang dijelaskan dalam
perjanjian antara BMI dengan nasabahnya pada point ke-3,
yaitu:

“Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua

transaksi yang diproses denmgan menggunakan kartu, baik
diselengarakan sepengetahuan Pemegang Kartu atau tidak”
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» Pengetahuan yang jelas terhadap manfaat berupa fasiltas
transfer uang pemegang kartu Shar-E kepada merchant dalam
rangka pembayaran barang yang dia beli

» Manfaat yang dapat diserah terimakan (diambil) secara
defemitif di saat akad berlangsung. Manfaat itu berupa fasilitas
dari BCA sebagai bank perantara dalam rangka melaksanakan
jual beli dengan _pihak ‘merchant melalui kartu Shar-E
khususnya dalamyhal pembayaran

» Manfaat yang dijadikan objek sewa tersebut dapat digunakan
pihak penyewa (pémegang kartu Shar-E)

» Manfaat tersebut dibolehkan oleh syariah dan tidak termasuk
yang.dilarang.

Pelaksanaafi_akad ijarah antara pemegang kartu Shar-E dan
BCA (bank ,perantara) ,dalam..proses pembeiian barang dengan
menggunakan kartu Shar-E pada merchant yang berlogo BCA
memenuhi rukun akad, syarat sahnya orang yang melaksanakan akad
dan syarat sahnya pelaksanaan akad. Maka dapat disimpulkan bahwa
akad terjadi antara pemegang kartu Shar-E dan BCA untuk
membayarkan (mentransfer) dana kepada merchant dari pembelian
barang/jasa dapat disebut dengan akad ijarah yang sah menurut

hukum Islam.
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b) Akad Ijarah Antara Merchant dan BCA

Dalam proses perdagangan yang bisa dibayar dengan kartu
Shar-E ini merchant meminta BCA untuk menyediakan dan
mengelola alat EDC, yaitu alat yang dipergunakan untuk transaksi
kartu yang terhubung secara on line dengan jaringan bank.'*® EDC
disebut juga mesin yang memberikan sistem debit bersama, nasabah
dapat melakukan_transfer, uang “maupun menarik uang tunai dan
melaksanakan transaksi. jual’ beli| dengan kartu (banking card
transaction)."*® Sebagai pengguna manfaat dan dan jasa pengelolaan
alat EDC ini merchant dibebeniai kompensasi berupa upah yang harus
dibayar kepada bank sebesar RP 125.000.- perbulan. Dapat dipahami
bahwa ‘merchant’ melakukan akad ijarai_dengan BCA, di mana
merchant sei)agaj pengguna’manfaat barang dan jasa sekaligus dan
BCA sebagai pemilik, yang, menyewakan manfaat barang dan jasa.
Untuk mengetahui dan memahami sah atau tidaknya akad ijarah yang
dilaksanakan antara merchant dan BCA ini dapat ditinjau dari rukun
dan berbagai persyaratan ijarah,

Dari segi rukun merchant yang ingin melaksakan perdagangan
melalui pembayaran kartu debit (banking card tramsaction) harus

bersedia memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh bank penyedia

138 Modul Pembelajaran: Pengenalan Transaksi Kartu., hal 10
139 http//www.rmexpose.com/detail php?id=6720, accessed 2 November 2008
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alat EDC. Apabila merchant tersebut sudah bergabung dengan bank
penyedia alat EDC, berati merchant dan bank penyedia alat EDC
sudah melaksanakan ijab dan kabul.

Dilihat dari persfektif sahnya orang yang melaksanakan akad,
pemilik merchant adalah orang yang ahliyah al-ada al kamilah, yaitu
berakal dan dapat membedakan baik dan buruk (mumayyiz) serta
balig. Syarat sah orang yang melakukan ijarah ini sama dengan
syarat sah orang'melakukan<jual’ beli.'*® Ini menunjukkan bahwa
apabila pemilik merchant dianggap sah melaksanakan jual beli maka
dia juga sah melaksanakan akad-ijarah. Begitu juga BCA sebagai
suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang layanan publik
pasti dimiliki dan/dijalankan olelrorang yang mencukupi syarat, yaitu
ahliyah al-adaal’kaniilah, otang lyang berakal dan bisa membedakan
antara yang baik.dan buruk sudah balig.

Ditinjau dari syarat sahnya pelaksanaan akad tersebut maka
dapat dipahami bahwa akad ijarah yang dilakukan oleh pemegang
kartu Shar-E dengan BCA (bank perantara) sudah memnuhi syarat
sahnya peelaksanaan akad ijrah. Hal dapat dijelaskan dengan adanya:

» Kerelaan kedua belah pihak, yaitu kesediaan merchant untuk
memenuhi semua persyaratan BCA untuk bergabung dalam

transaksi kartu (banking card transakstion) dan kesediaan BCA

1 Sayyid Sabiq, Figih., hal 123
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untuk memberikan fasilitas yang memudahkan perdagangan
yang dibayar dengan kartu Shar-E melalui penyediaan dan
pengelolaan mesin EDC. Hal ini dapat direpresentasikan dalam
konteks ijab-kabul antara kedua belah pihak.

> Pengetahuan yang jelas terhadap manfaat alat EDC dan
pengelolaan _alat_tersebut, yaitu alat yang berfungsi untuk
menerima | transaksi, kartu7 Shar-E yang tergabung dalam
Jaringan Prima, Debits’ Masing-masing terminal EDC di
merchant akan terhubung dengan bank pemilik mesin. Lalu
bank tersebut terhubung dengan host yang melakukan transfer
data/pemindah bukuan (switching) transaksi.'*!

» Manfaat alat EDC tersebutydapat diserah “terimakan (diambil)
secara defenitif di saat/akad berlangsung.

» Manfaat dijadikan objek-sewa-tersebut dapat digunakan pihak
merchant sebagai pihak penyewa

» Manfaat ini dibolehkan oleh syariah dan tidak termasuk yang
dilarang.
Faktanya pelaksanaan kerjasama sewa menyewa antara

merchant dengan BCA memenubi rukun, syarat sahnya orang yang

melaksanakan akad dan syarat sahnya pelaksanaan suatu akad

4 rbid.
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sehingga akad ijarah yang dilasanakan dipandang sah dalam hukum
Islam.
2. Akad Wakalah

Dalam proses transaksi jual beli dengan kartu Shar E terdapat juga
akad wakalah. Akad wakalah dalam proses transaksi ini, yaitu suatu akad
pendelegasian (pemberian_kuasa) dalam pembayaran nilai pembelian
suatu barang pada merchant, dan fee atas upah sarana kemudahan
transaksi kartu (non tunai), yang.diberikan bank perantara (BCA) dari
pemegang kartu kepada Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam akad ini
BMI sebagai bank ‘'yang-menerbitkan kartu (issuer bank) diberikan
wewenang oleh pemegang kartu untuk mendebit rekeningnya dan
mentransfer dana-dana yang telah dikeluarkan pemegang kartu kepada
merchant dan bank pérantara (BCA).

Dalam, ,akad_wakalah, ini dal;at diketahui bahwa rukun-rukun
wakalah terdiri dari:

» Pemegang kartu sebagai orang yang mewakilkan suatu perkara

(muwakkil)
» Bank Muamalat Indonesia adalah orang yang ditunjuk sebagai
wakil
» Mendebit sejumlah dana yang telah dikeluarkan oleh pemegang

kartn dan membayarkannya (mentransfer dana tersebut) kepada
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merchant dan BCA adalah perkara yang diwakilkan (muwakkal

fih)

» Sigat berupa kesepakatan pemegang kartu untuk memenuhi

semua syarat-syarat dan ketentuan umum yang telah ditentukan

BMI untuk membuka rekening dan menjadi pemegang kartu

dengan menandatangani—kesepakatan tersebut. Salah satu isi

syarat-syarat dan ketefituan umum pada point ke-10, yaitu:
“Pemegang kartudengan ini memberi kuasa yang tidak dapat
ditarik kembali " kepada rBank untuk mendebit rekening
Pemegang-—Kartu | atas dana yang ditarik Pemegang Kartu
melalui transaksi-transaksi’yang telah dikeluarkan ditentukan
oleh Pihak Bank beserta jumlah uang lainnya yang menjadi
kewajiban Pemegang Kartu”

Dengan demikian,dapat-disimpulkan, bahwa~terdapatnya rukun-
rukun akad wakalah pada hubungan antara pemegang kartu dengan BMI
dalam mendebit saldo dari rekening pemegang kartu yang telah dia
gunakan, khususnya< transaksi  jual- beli " dengan kartu Shar-E dan
membayarkannya (mentransferkannya) ke rekening merchant dan BCA.
Maka dapat disebut kerjasama dalam kegiatan ekonomi ini sebagai akad
wakalah antara pemegang kartu Shar-E dengan BMI.

Untuk dapat melihat akad wakalah ini sah atau tidaknya menurut
syariah, perlu untuk dibahas apakah pelaksanaan dalam akad wakalah
antara pemegang kartu Shar-E dan BMI ini memenuhi syarat-syarat

sahnya akad wakalah menurut ketentuan syariah.
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Dalam pelaksanaan akad wakalah ini dalam dilihat bahwa:
a) Pemegang kartu Shar-E (Muwakkil)

» Pemegang kartu Shar-E adalah orang yang hidup, berakal,
mumayyiz dan balig. Hal ini dapat diketahui dari syarat
diterimanya sesorang menjadi pemegang kartu Shar-E harus
orang yang masih hidup dan mempunyai data pribadi yang
diakui. Data’pribadi ini bisa berupa KTP/SIM/Paspor yang
hanya bisa ‘dimiliki oleh orang yang sudah balig dan pasti
mumayyiz (bérumur 17 tahun).

» Disamping 'itu, pemegang karty Shar-E otomatis adalah pemilik
rekening yang diwakitkan untuk mendebitnya dan dapat
bertindaklatas rekening tersebut

b) BMI (Wakil)

» BMI sebagai suatu lembaga keuangan yang bergerak di bidang
layanan publik pasti dimiliki dan dijalankan oleh orang yang
mencukupi syarat kemampuan (ahliyah al-ad a) seperti berakal
dan bisa membedakan antara yang baik dan buruk.

» Sebagai sebuah intitusi, yaitu Lembaga Keuangan Islam dia
tidak termasuk wakil yang dilarang oleh syara’ melaksanakan
apa yang diwakilkan kepadanya seperti halnya perempuan

menjadi wakil untuk melaksanakan pernikahan
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c¢) Pendebitan saldo rekening pemegang kartu akibat transaksi jual beli
dengan kartu Shar-E dan mentransfernya ke rekening merchant dan

BCA (muwakkal fin)

» Praktek ini tidak termasuk praktek yang dilarang oleh syara’
untuk diwakilkan seperti ‘shalat, puasa dan lain-lainnya yang
dilarang oleh syara’-untuk-diwakilkan

» Rekening yang didebit dan| ditransfer ini dimiliki oleh
pemegang kartu Shar-E (muwakkil) ketika 1a mewakilkannya.

» Diketahui dengan jelas, hal ini dapat dilihat dari kesepakatan
yang terjadi antara pemegang kartu dengan BMI dalam “Syarat
dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E”, point ke-10
séperti yang/ditulis sebelumnya.

d) Sigat

Sigat dalam akad\wakalah,antara pemegang kartu Shar-E dan BMI

tidak diucapkan tetapi melalui kesepakatan tertulis. Di mana
pemegang kartu Shar-E bersedia memenuhi semua syarat dan
ketentuan umum yang telah ditentukan oleh BMI agar dia bisa
menjadi Pemegang kartu Shar-E di antaranya yaitu menjadikan
BMI wakil untuk mendebit saldo dari rekeningnya akibat transaksi-

transaksi yang telah ia lakukan.
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
akad wakalah antara pemegang kartu Shar-E dengan BMI pada
kenyataannya memenuhi syarat sahnya akad wakalah yang digariskan
hokum Islam. Praktek wakalah dalam pendebitan saldo rekening
pemegang kartu akibat transaksi jual beli dengan kartu Shar-E dan
mentransfernya ke rekening-merchant dan BCA antara pemegang kartu
dan BMI juga merupakan praktek yang tidak dilarang oleh syara’
untuk diwakilkan.

Ditinjau dari prinsip umum wakalah, yaitu; “semua akad yang
boleh dilakukan sendiri oleh seseerang, maka boleh juga diwakilkan
kepada orang lain” '** Praktek ini termasuk dalam prinsip umum akad
ini sehingga bolehwntuk diwakilkan.

Wakalah dalam jual beli khususnya menunjuk seorang menjadi
wakil untuk melﬂan pembehian-dibolehkan oleh syara’ demi suatu
kemashlatan. Pembayaran adalah bagian dari suatu pembelian, maka
menunjuk seseorang (waki/) untuk membayarkan dana dari suatu
pembelian sama hukumnya dengan menunjuk seseorang (wakil)
untuk membelikan. Oleh karena itu akad wakalah untuk
melaksanakan pembayaran baik secara langsung ataupun dengan cara

mendebit saldo rekening kemudian mentransferkannya juga

2 1bid, hal 228-229
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dibolehkan oleh syara’. Jadi akad ijarah yang terjadi antara pemegang
kartu dengan BMI adalah suatu akad yang sah dalam hukum Islam..
3. Akad Ba’i

Dalam hubungan antara pemegang kartu Shar-E dengan merchant,
fungsi antara kedua pihak berbeda satu dengan yang lainnya. Merchant
selaku penjual menjual barang dengan memberikan ketetapan harga
tertentu terhadap barangryang dijual. Sedangkan pemegang kartu Shar-E
adalah orang yang membutuhkan barang yang dijual merchant dengan
cara menyerahkan kartu Shar-E sebagai bentuk pembayaran sejumlah
dana sebagai kesepakatan terhadap harga yang telah ditetapkan merchant.
Sehingga terjadi akad yang dinamakan akad ba‘i (jual beli), yaitu tukar
menukar barang:dengan harga barang.

Jual beli dengan ‘menggunakan kartu/'Shar-E antara pemegang kartu
dengan merchant kalau ditinjau dari-dapat atau tidaknyz; dilihat barang
yang diperjual belikan, disebut dengan jual beli benda yang kelihatan.
Dalam jual beli ini pada waktu akad dilaksanakan benda atau barang yang
akan diperjualbelikan ada di tengah penjual dan pembeli.

Dipahami dari aspek waktu pembayaran, jual beli dengan
menggunakan kartu Shar-E termasuk jual beli dengan cara kontan.

Menurut Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, pada hakikatnya
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pembayaran dengan kartu sama dengan pembayaran dengan tunai.'®’
Pembeli (pemegang kartu Shar-E) memberikan kuasa kepada BMI (issuer
bank) untuk mendebit saldo rekeningnya dan mentransfer dana sebagai
pembayaran kepada merchant secara real on time (langsung).

Sedangkan kalau dipahami dari faktor penentuan harga barang, jual
beli im1 dapat digolongkan sebagai jual beli yang disebut al
musawwamah. Jual beli al musawwamah adalah jual beli biasa, di mana
penjual menetapkan harga tanpa memberi tahu margin keuntungan yang
diambil,

Sedangkan ditinjau dari macam-macam jual beli yang dilarang atau
tidak menurut syari’ah, jual beli dengan kartu Shar-E ini harus memenuhi
rukun-rukun dan syarat-syaratjual beli

Ada 4 rukun|yang terdapat, dalam/jual beli ini. Rukun-rukun itu
terdiri dari; pemegang kartu, Shar-E.sebagai pembeli, merchant selaku

penjual, barang yang diperjualbelikan dan sigat ijab dan kabul. Dengan

ini, maka dapat disimpulkan bahwa akad jual beli menggunakan Kartu
Shar-E memenuhi rukun-rukun akad jual beli yang ditetapkan oleh syara’.

Untuk melihat bagaimana syarat-syarat jual beli yang dipenuhi oleh
transaksi ini apakah sesuai menurut ketetapan akad jual beli yang sah

hukum Islam, dapat ditinjau dari aspek-aspek sebagai berikut:

14 Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking., hal 86
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Pemegang kartu selaku pembeli

Pemegang kartu Shar-E adalah orang yang hidup, berakal,
mumayyiz dan balig. Hal ini dapat diketahui dari syarat
diterimanya sesorang menjadi pemegang kartu Shar-E harus
orang yang masih hidup dan mempunyai data pribadi. Data
pribadi ini bisa-berupa—KTP/SIM/Paspor yang hanya bisa
dimiliki oleh orang yang sudah balig dan pasti mumayyiz, yaitu

berumur 17 tahun.

b) Merchant sebagai penjual

Tidak mungkin sebuah usaha yang diberikan kepercayaan oleh
suatu bank untuk ikut dalam banking transaction card apabila
usaha'yang dyjalankan tidak maju. Orang,yang bisa memajukan
usahanya | tentulah ofang/ \yang mempunyai kemampuan
(ahliyah pal~ ada, al 'kamilah), 1yaitu berakal dan dapat
membedakan batk dan buruk (mumayyiz) serta balig.
Objek yang dijadikan barang.
Barang yang diperjualbelikan haruslah memenuhi kareteria
sebagai berikut:

- Suci yaitu tidak najis

- Bermanfaat, yaitu dapat diberdayakan oleh pembeli

manfaatnya untuk memenuhi kebutuhannya. Makna

bermanfaat ini yang berarti juga tidak berpotensi
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menimbulkan kemudharatan seperti makanan yang
beracun, senjata untuk membunuh dan lain-lain

- Milik penjual dalam hal ini kepemilikan barang oleh

merchant.

- Dapat diserahkan oleh pihak merchant kepada

pemegang kartu Shar-E (pembeli)

- Dapat diterima oleh pemegang kartu Shar-E (pembel).
Barang yang dijual merchant-merchant, yang dapat dibayar
menggunakan kartu debit Shar-E semuanya memenuhi syarat-
syarat di atas. Meskipun ada sebagian merchant yang menjual
minuman keras, namun menurut Sayyid Sabiq, minuman keras
termasuk\suci karena<ayat-dalam al/Qur’anyyang memasukkan
khamar Sebagai sesuatu yang /najis harus dipahaminya secara
maknawi.bukan.secara harfi-Arti khamar dan berhala dalam
ayat itu bukan najis namun perbuatan meminum khamar dan
meyembah berhalalah yang najis seperti pekerjaan setan.'**

d) Sigat

Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E

terkadang dilaksanakan secara verbal disamping dengan

tindakan berupa penggesekan kartu di mesin EDC oleh pihak

1 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, (Beirut: Darul Fikri, 1983), I, hal 26-27
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merchant untuk memproses transaksi pembayaran dari pihak
pemegang kartu Shar-E sebelum menyerahkan barang kepada
pemegang kartu Shar-E. Namun terkadang hanya dengan
penggesakan kartu oleh pihak merchant untuk memproses
pembayaran dari pemegang kartu Shar-E  kemudian
menyerahkan barang kepadanya. Hal ini tetap sah dan tidak
bertentangan’ dengan ketentuan syariah tentang syarat sah

shigat ijab| dan kabul dalam jual beli. Sigat ijab dan kabul

merupakan “representasi dan | manifestasi kesepakatan dan
kerelaan kedua belah, pihak, yaitu penjual pembeli untuk
melaksanakan akad jual beli. Ini dapat dilaksanakan dengan
ucapan secara verbal maupun dengan tindakan yang dapat
dipahami oleh kedua belah pihak akan adanya kesepakatan dan
kerelaan masing-masing-pihak-untuksmelaksanakan akad jual
beli ini.

Dalam transaksi jual beli dengan kartu Shar-E ini ternyata telah
terpenuhi semua rukun-rukun akad untuk disebut sebagai akad jual beli.
Begitu juga syarat-syarat sah jual beli baik dari segi para pihak yang
berakad, objek jual beli (barang dagangan) maupun dari shigat ijab dan
kabulnya. Oleh karena itu akad antara pemegang kartu dengan merchant

bisa disebut akad ba’i (jual beli) menurut hukum Islam,



100

C. Sistem Transaksi Jual Beli dengan Kartu Shar-E pada Merchant yang
berlogo BCA/Prima Debit Menurut Hukum Islam
1. Transaksi jual beli antara Pemegang Kartu dan Merchant yang Sah
Menurut Hukum Islam

Dalam sistem transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E, akad
Jual beli antara pemegang kartu dengan.merchant adalah suatu akad yang
paling penting di antara-akad-akad yang ada dalam mekanisme transaksi
jual belt tersebut. Disamping,menifijau-kepada aspek rukun dan syarat
sahnya jual beli sebagai-landasan hukumn untuk melegalkan transaksi jual
beli antara pemegang kartu dengan merchant tersebut maka perlu juga
untuk mengetahui apakah jual beli tersebut dibenarkan oleh syara’. Untuk
mengetahui apakah transaksijual"beli dengan kartu,Shar-E termasuk akad
jual beli yang dibenarkan (tidak\ dilarang) oleh syara’, maka perlu
mengetahui dua_aspek, yaitu;, pentama, Barang yang diperjualbelikan.

Kedua, pelaksanaan jual beli yang dibenarkan oleh syara’.

1) Barang yang diperjualbelikan

Merchant yang bergabung ini ditentukan oleh bank perantara
(BCA) yang nota benenya adalah bank konvensional bukan
Bank Muamalat Indonesia (issuer bank) yang melaksanakan
semua ketetapan syari’ah Islam dalam setiap kegiatan
perbankannya. Saat ini, ada sebanyak 18.000 buah merchant

yang bergabung dalam transaksi melalui pembayaran kartu



101

ini.'** Oleh karena itu, di antara 18.000 merchant tersebut ada
beberapa merchant yang menperjualbelikan barang yang
dilarang oleh syari’ah Islam seperti daging babi di supermarket
yang bisa dibayar lewat kartu debit yang termasuk dalam
jaringan pembayaran dengan kartu BCA, yang berarti juga
dapat dibayar dengan-menggunakan kartu debit Shar-E.

Apabila barang yang/dyadikan objek jual beh adalah barang
yang dilarang oleh syara’- untuk diperdagangkan, maka
walaupun menggunakan kartw Shar-E, akad jual beli tersebut
termasuk akad jual beli yang dilarang oleh syara’. Sebaliknya
apabila barang yang diperdagangkan dibenarkan oleh syara’
maka jual beli tersebutjuga dibenarkan-menurut syara’.

2) Pelaksanaan jual beli

Dariy, semua, .dalil,, yang— menunjukkan larangan dalam
melaksanakan akad jual beli dapat dipahami bahwa larangan
syaria’ah Islam itu berupa pelaksanaan akad jual beli yang

mengandung dan mengarah kepada adanya gharar

143 http://www.muamalatbank com/produk/share_e.asp accessed 2 November 2008
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(kecurangan), jahalah (kesamaran atau ketidakjelasan), radlis

(menutupi cacat atau kekurungan barang), riba dan monopoli.
Dalam pelaksanaan akad jual beli dengan kartu debit Shar-E
tidak ditemukan adanya semua unsur yang dilarang oleh syara’
tersebut. Karena dalam pelaksanaan akad ini barang dapat
diketahui dengan jelas oleh.pembeli, dapat diserahkan secara
langsung keétika _pelaksanaan akad, dibayar tanpa adanya
penambahan’harga dan tidak ada monopoli dari pihak penjual.
Oleh karena itu kalau dipahami dari aspek pelaksanaan jual
beli, maka jual beli”dengan menggunakan kartu debit Shar-E
tidak termasuk Vdari jual beli yang dilarang oleh syara’.

Hukum wad ‘ivadalah.hukum-yang berhubungan’ dengan pekerjaan
mukallaf dalam bentuk suatu—ketetapan, yang menjelaskan sesuatu
terhadap sesuatu yang(lainnya, yaitu berupa’ sebab sesuatu, bisa juga
berupa syarat sesuatu atau terkadang berupa penghalang bagi sesuatu
yang lain.'* Karena hukum ini berbentuk ketetapan yang berupa
penjelasan terhadap sesuatu (istigra) maka ketetapan ini terbagi menjadi

tujuh bentuk, yaitu; sabab, mani’, sahth (sah), batlan, rukun, syarat serta

‘azimah dan rukhsah.

146 Abdul Wahab Khallaf, fmu., hal 102
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Dalam akad jual beli menggunakan kartu Shar-E, ‘azhimah dan

rukhsah tidak dijelaskan karena tidak berkaitan dengan masalah ini. Oleh

karena itu yang akan dibahas hanyalah tentang konsep sabab, mani',

sahih (sah), batlan, rukun dan syarat.

Sabab (sebab) yaitu suatu yang meﬁgakibat adanya sesuatu, sabab
al-hukmi berarti sebab’yang  mengakibatkan adanya dasar hukum atau
dibolehkan/diharamkan rsesuatu, seperti jual beli merupakan salah satu
sebab yang menjadi dasar hukum - atashak kepemilikan. Apabila tidak
melaksanakan jual beli maka kepemilikan tidak mempuyai dasar hukum
dalam syariah Islam.’*’

Sedangkan mani’ adalah sesuatu yang mengakibatkan tidak adanya
sebuah hukum dengan Kata lain mani’ juga diartikan sesuatu yang
menghilangkan sebab hukum-atau-dasarvhukum. Mani adalah perbuatan
hukum yang @ ditetapkan oleh, Pembuat Hukum (syari) sebagai
penghalang.'*® Mani' tidak berhubungan timbal balik dengan syarat
ataupun rukun namun mani’ adalah kebalikan dari sabab, yaitu adanya
suatu sabab mengakibat adanya dasar sebuah hukum sedangkan adanya
mani’ mengkibatkan tidak adanya dasar suatu hukum, walaupun rukun

dan syarat terpenuhi.'*® Contoh hubungan nasab (sabab) mengakibatkan

7 Ibid, hal 117
148 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana IImu, 2001), I, hal 340
19 Abdul Wahab Khallaf, ffmu., hal 120-121
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adanya hak waris sedangkan membunuh (mani") mengakibat seseorang

tidak mendapatkan hak waris. Begitu juga adanya jahalah dalam jual beli

salam dan jual beli muhagqalah mengakibat tidak adanya dasar hukum
Jjual beli, tidak adanya dasar hukum jual beli menyebabkan tidak adanya
dasar hukum atas hak saling memindahkan kepemilikan jual beli,
walaupun syarat dan rukun-jual-beli-terpenuhi.

Sahih (sah) menurut istilah ulama wusul figh adalah dipenuhinya
rukun dan syarat sehingga diakui dan dibenarkan oleh syariah.'*
Pengertian sahth ini juga dijelaskan oleh Muhammad Husein Ibnu Hasan
al Jaizani dengan meémbedakan® antara sahih dalam ibadah dan sahih
dalam muamalat, Sahih ibadah-adalah,lepasnya tanggung jawab yang
diperintahkan dan tidak-perlu lagi,mengulangi tindakan ibadah yang telah
dilakukannya. Sedangkan sahih dalam muamalat adalah terpenuhinya

ketentuan-ketentuan yang ada sehingga dapat dilaksanakannya tujuan dari
muamalat tersebut. Seperti jual beli yang sah adalah jual beli yang
terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga tujuan dari jual beli berupa
pemamfaatan terhadap barang yang dibeli bisa dilaksanakan.'®' Lebih

lanjut lagi Abdul Wahab Khallaf menjelaskan pengertian sahih dan

implikasi konsep ini dalam hukum Islam adalah apabila sahnya itu

1 Ibid, hal 125
¥ Muhammad Husein Ibnu Hasan al Jaizani, Ma ‘@lim Ushiil al-Figh ‘inda Ahlus al-Sunnah
wa al-Jama ‘ah, Cet ke-2, (Saudi Arabia: Dar Ibn al Jauzaini, 1998), hal 323-324
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berhubungan dengan kewajiban (hukum taklifiy maka pengakuan syariah

berupa lepasnya tanggung jawab dari suatu kewajiban, tidak disuruh
untuk mengulangi dan diberi pahala di akhirat. Apabila sahnya itu

berhubungan dengan hukum wad’i seperti sabab (sebab) sesuatu maka

pengakuan syariah adalah pengakuan terhadap hasil dari sebab tersebut.
Seperti jual beli merupakan-sabab hukum berupa hak kepemilikan.

Apabila sahnya itu berhubungan dengan syarat maka pengakuan
syariah adalah pengakuan. terhadap legalnya (keabsahan) terhadap apa
yang disyaratkan. Contohnya wudhu- adalah syarat bagi orang yang
melakukan shalat maka-apabila. rukun dan syarat wudhu dipenuhi maka
wudhunya diakui keabsahannya dan ia dibenarkan oleh syariah untuk
melaksanakan shalat>?

Sedangkan batal adalah kebalikan dari sah. Dalam bidang ibadah
batal diartikan “sebagai,_belum' lepasnya) tanggung jawab dan belum

menggugurka kewajiban yang dibebankan.'”® Sedangkan dalam bidang
muamalah artinya adalah tidak tercapainya tujuan hukum dari akad
tersebut seperti peralihan hak kepemilikan atau menghalalkan hubungan
yang semula diharamkan. Hal ini disebabkan karena tidak terpenuhinya

syarat atau rukun atau adanya mani’.">*

32 Abdul Wahab Khallaf, Ilimu., hal 125-126
153" Amir Syarifuddin, Uskul Figh., hal 345
134 1bid, hal 345
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Rukun adalah sesuatu yang bersifat internal (unsur) yang harus ada
pada perkara hukum.'*® Tidak adanya rukun menjadikan sesuatu hal tidak
dibenarkan dan diakui. Suatu perkara akan dianggap sah
(diakui/dibenarkan menurut ketetapan hukum) apabila adanya rukun
(unsur) yang terdapat dalam perkara hukum tersebut. Seperti dalam jual
beli, penjual dan pembeli merupakan rukun (unsur yang ada dalam jual
beli). Maka tidak sah atau dianggap tidak terjadi jual beli apabila tidak
ada penjual atau pembeli.

Sedangkan syagrat adalah sesuatu yang bersifat eksternal yang
menentukan sah atau tidaknya (diakui/tidaknya) suatu perkara tersebut
menurut hukum. Tidak adanya syarar (tidak terpenuhi syarat) maka
sesuatu dianggap tidak dibenarkan dan diakui menurut,ketetapan hukum.
Namun adanya syarat buka;n berarti adanya ketetapan hukum. Contoh
wudhu merupakan._syarat.sah untuk. melaksanakan shalat maka shalat
dianggap tidak mempunyai ketetapan hukum (tidak diakui) apabila tidak
berwudhu namun adanya wudhu (orang yang berwudhu) tidak harus
ditetapkan untuk melaksanakan shalat. '*® Begitu juga tidak adanya hak
kepemilikan terhadap barang yang dijual (syarar) menjadikan jual beli

tidak mempunyai ketetapan hukum (sah). Sebaliknya adanya suatu hak

135 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu., hal 119
13 Ibid, hat 118
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kepemilikan terhadap barang (syaraf) tidak mengharuskan adanya
ketetapan untuk melaksanakan jual beli.

Dari semua deskripsi pada bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa jual beli menggunakan kartu Shar-E memenuhi rukun-rukun syarat
sah jual beli. Sehingga pelaksanaan jual beli dengan kartu Shar-E
dianggap legal (sah) menurut ketetapan syariah Islam.

Walaupun semua’ rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli sudah
terpenuhi dan jual beli diakui oleh Chukum (sah) untuk dilaksanakan
namun tidak akan memiliki dasar hukum (jual beli dianggap tidak terjadi)
apabila adanya mani’-atau-disebut-batal. Mani’ dalam jual beli seperti
yang telah dijelas terdapat dua macam, yaitu berupa larangan jenis barang
yang diperdagangkan’  serta.pelaksanaan ﬁkad tidak dibenarkan oleh
syara’. Dasar hukum mengakibatkan\adanya tujuan hukum yang disebut
juga akibat hukum.'”’ Akibat hukum. jual beli adalah pemindahan
kepemilikan. Maka apabila jual beli batal, misalnya dikarenakan adanya
mani’' maka akibat hukum tersebut tidak terjadi, dengan kata lain adanya
mani’ menyebabkan tidak adanya pemindahan kepemilikan yang diakui
secara sah berdasarkan syariah.

Dalam jual beli menggunakan kartu Shar-E dianggap sah
(dibenarkan) menurut syariah karena terpenuhinya rukun-rukun dan

syarat yang ditetapkan. Namun akad jual beli ini akan menjadi dianggap

157 Syamsul Anwar, Hukum. hal 69
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tidak mempunyai dasar hukum apabila barang yang diperjualbelikan
dilarang oleh syara’ seperti membeli minuman keras atau babi di suatu
merchant dengan menggunakan kartu Shar-E walaupun dalam
pelaksanaan juga tidak melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh syara’

seperti berbuat garar (kecurangan), jahalah (kesamaran atau

ketidakjelasan), tadlis (menutupi-cacat-atau kekurangan barang), riba dan
monopoli.

Larangan penggunaan kartusShar-E untuk jual beli terhadap barang
yang diharamkan syariah dipertegas lagi berdasarkan salah satu kaidah
figh dalam bidang muamalah, yaitu “akad yang batal tidak menjadi sah
karena dibolehkan™."*® Berdasarkan kaidah figh ini bahwa semua akad
yang batal dalam hukum Tslamtetap tidak sah-walaupun diizinkan oleh
salah satu pihak. Walaupun pada dasarnya penggunaan kartu Shar-E
dibolehkan oleh sistem -transaksi~kartu~untuk, membeli barang yang
dilarang syariah karena dijual oleh merchant yang tergabung dalam
jaringan transaksi kartu dengan BCA, seandainya transaksi ini tetap
dilangsungkan, transaksi ini tetap dianggap batal menurut hukum Islam
karena barang yang diperjualbelikan dilarang syariah.

Jadi jual beli dengan pemegang kartu Shar-E dengan merchant yang

mempuyai dasar hukum dan sah (diakui/dibenarkan menurut ketetapan

8 H A. Djazuli, Kaidah-Kaidah., hal 131
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hukum) menurut syariah Islam adalah jual beli dengan kartu Shar-E
terhadap barang-barang merchant yang tidak dilarang oleh syara’ dan dan
dilaksanakan tanpa mengandung dan mengarah kepada adanya gharar
(kecurangan), jahalah (kesamaran atau ketidakjelasan), tadlis (menutupi
cacat atau kekurungan barang), riba dan monopoli.
2. Relevansi Pengertian Transaksi-Jual Beli dengan Kartu Shar-E

dengan Pengertian Akad yang Sah dalam Hukum Islam

Dalam proses transaksiyjual beli dengan kartu debit Shar-E tidak
hanya terdapat akad jual beli namun juga terdapat akad-akad lainnya.
Akad-akad ini pada prinsipnya berdiri sendiri sesuai dengan ketentuannya
masing-masing tapi tidak bisa dipisahkan.'”® Pemisahan pihak-pihak dan
akad-akad yang'ada, \menyebabkan tidak terlaksananyastujuan akad atau
transaksi jual beli dengan kartu/debit, Pihak-pihak yang berakad dan
akad-akad yang tegalin dalam_transaksi-jual i)eli menggunakan kartu
debit membentuk sebuah sistem yang melahirkan suatu mekanisme dan
proses pelaksanaan transaksi jual beli menggunaan kartu debit itu sendiri.
Semua ketekaitan antara semau yang ada dalam mekanisme kemudian
menjadi proses transaksi ini kemudian disebut dengan sistem transaksi
jual beli dengan kartu debit.

Bagaimana transaksi ini disebut sebagai suatu sistem, jawabanya

adalah disebabkan semua faktor yang ada di dalamnya tidak bisa

1% Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, Banking., hal 72
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dipisahkan dan merupakan suatu kesatuan. Pihak-pihak serta akad-akad
yang ada merupakan rukun dalam transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.
Rukun adalah sesuatu yang bersifat internal (unsur) yang harus ada pada
perkara hukum.'®® Tidak adanya rukun menjadikan tidak terwujudnya
mekanisme dan proses pelaksanaan transaksi jual beli tersebut dalam
kerangka sistem. Suatu perkara atau transaksi akan dianggap sah (diakui/
dibenarkan menurut ketetapan hukum)-apabila adanya rukun (unsur) yang
terdapat dalam perkara’atau transaksi tersebut. Sehingga dapat dikatakan
bahwa apabila pihak-pihak yang terlibat beserta akad-akad yang ada di
dalamnya tidak ada, maka“bukan-lagi dinamakan transaksi jual beli
dengan kartu debit, khususnya transaksi jual beli dengan menggunakan
kartu Shar-E.

Berdasarkan halini) maka antuk disebut sebagai transaksi jual beli
menggunakan kartu_Shar-E tergantung_dengan keberadaan pihak-pihak
yang telibat dan akad-akad yang terkait. Keberadaan akad-akad yang
terkait dapat diketahui dari ketelibatan pihak-pihak yang berakad dan
keabsahan semua akad-akad yang ada dalam dalam transaksi ini, seperti
akad wakalah (pendelegasian) antara pemegang kartu (card holder)
dengan BMI (issuer bank), akad sewa-menyewa antara pemegang kartu

(card holder) dengan BCA (bank perantara), akad sewa menyewa antara

10 1bid, hal 119
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merchant dengan BCA (bank perantara) dan akad jual beli antara
pemegang kartu dan merchant.

Apabila dalam pelaksanaannya tidak adanya salah satu di antara
pihak-pihak berakad atau tidak dilaksanakan salah satu dari semua akad
tersebut atau akad-akad tersebut dilaksanakan tetapi tidak memenuhi
untuk dinyatakan keabsahannya-maka.bukan lagi dinamakan transaksi
jual beli dengan kartu Shar-E atau transaksi tersebut dianggap tidak sah
(tidak berlaku). Ini dapat dicontohkan misalnya, apabila ternyata akad
wakalah (pendelegasian) antara pemegang kartu (card holder) dengan
BMI (issuer bank) tidak dilaksanakai, yang dilaksanakan ternyata akad
kafalah maka hal ini tidak dinamakan transaksi jual beli dengan kartu
Shar-E tapi bisa\berubah menjaditransaks jual beli,dengan menggunakan
kartu lain, seperti kartu.kredit. Contoh lainnya, apabila ternyata yang
menjadi jual beli tersebut-merupakan-barang yang dilarang oleh syara’
untuk diperdagangkan seperti daging babi, hal ini dianggap menghalangi
keabsahan dari akad jual beli. Apabila salah satu akad dari akad-akad
yang terhimpun menjadi satu akad yang dinamakan dalam jual beli
dengan kartu Shar-E dinyatakan tidak sah maka jual beli dengan kartu
Shar-E juga dianggap tidak terjadi.

Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E ini dapat dianalogikan
dengan akad lainnya yang ada dalam istilah perbankan Islam sekarang,

yaitu ijarah muntahiya bi al-tamlik. Akad ini terdiri dari beberapa akad
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yaitu, akad ijarah dan jual beli atau hibah. Apabila salah satu akad tidak
dilaksanakan atau tidak terpenuhi keabsahan akadnya, maka bukanlah
dinamakan akad jjarah muntahiya bi al-tamlik. Begitu juga dengan jual
beli dengan menggunakan kartu Shar-E.

Oleh karena itu, pengertian transaksi jual beli dengan kartu Shar-E
yang sesuai dengan pengertian akad yang sah dalam syariah adalah sistem
transaksi jual beli yang terlaksanakaw dan terpenuhi keabsahan semua
akad-akad yang terkait! Terlaksananya serta terpenuhinya semua akad-
akad yang terdapat dalam makanisme dan proses transaksi jual beli
dengan kartu Shar-E menjadikan sebuah akad baru yang disebut dengan
sistem transaksi jual beli dengan kartu Shar-E.

3. Tinjauan Hukum Islam~Mengenai-Landasan, Hukum Pelaksanaan
Sistem Transaksi Jual Beli Menggunakan Kartu Shar-E

Banyak  transaksi yang, memenuhi-keabsahan suatu akad seperti
terpenuhi rukun dan syaratnya namun tidak mempunyai landasan hukum
menurut presfektif syariah (hukum Islam). Oleh karena itu, walaupun
transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E adalah suatu transaksi yang
terpenuhi keabsahannya baik dari segi rukun dan syarat suatu akad namun
timbul pertanyaan tentang bagaimanakah landasan hukumnya menurut

syariah.
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Untuk menjawab hal itu kita bisa memahami kepada dua ayat al
Qur’an yang dijadikan sebagai landasan hukum tentang kebolehan jual
beli, yaitu:

a) Surah an Nisaa, 4: 29

~F Lo L T }r’-I.-—JJ E o RPN I
| U weiys (Sl Bleal ¥ il 2ol il

prrd t),{.‘cf/t"l, P P 4
A1) Bl 1 ol b 5 K o

© i g 0
“Hai orang-orang yang beriman, janganiah kamu saling
memakan- harta | sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali |dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan
suka sama-suka’ divantara kamu. dan janganlah kamu

membunuh--dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.™

b) Surah al Baqarah; 2:275

Iyt g5mg oot 8 3.6 Wt e, L5075 150 50 s

“...Keadaan " -mereka yang ~demikian " itu," adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama

dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba... "

Kata “tijarah” (perniagaan) dan “al ba'i” (jual beli) dal kedua ayat

di atas bersifat umum. Artinya kedua kata tersebut tidak menunjukkan

suatu bentuk jual beli atau perniagaan dalam suatu bentuk khusus.

Sehingga bisa dipahami bahwa arti kedua kata tersebut adalah semua

bentuk jual beli dan perniagaan yang didasari atas kerelaan kedua belah
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pihak yang berakad dan tidak dilarang oleh ketentuan syariah (aklul al-

amwal bi al-batil) dibolehkan, termasuk jual beli menggunakan kartu

Shar-E.

Sedangkan kalau kita menelusuri dari al Sunnah, praktek ini jelas
belum ada pada masa Nabi Saw. Namun dart al Sunnah dapat kita ketahui
bahwa prinsip-prinsip tentang-kebolehan suatu jual beli adalah barang
yang diperjual belikan:adalah barang”yang suci dan bermamfaat serta
tidak larang oleh syara dan di dalam pelaksanaannya tidak terdapat garar

(kecurangan), jahalah{kesamaran atau'ketidakjelasan), tadlis (menutupi

cacat atau kekurungan barang), riba dan‘monopoli.

Jual beli dengan kartu Shar-E pada dasarnya merupakan praktek
_yang transaksi yang Sesuai-dengan prinsip-prinsip jual-beli berdasarkan al
Sunnah. Hal ini dapat._dijelaskan-dari ‘péngertian jual beli dengan kartu
Shar-E itu sendiri yang Sesual dengan, sahnya akad. Bahwa dalam
transaksi jual beli dengan kartu Shar-E, keabsahan semua akad-akad yang
terkait dalam proses transaksi ini harus dilaksanakan. Sebab batalnya
salah satu akad dari akad-akad yang terdapat dalam proses transaksi jual
beli dengan kartu Shar-E menyebabkan tidak terlaksananya akad. Dengan
kata lain, jual beli tersebut tidak lagi dinamakan jual beli menggunakan

kartu Shar-E. Hal-hal yang mengakibatkan batalnya akad antara lain,
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yaitu tidak melaksanakan jual beli yang sesuai dengan prinsip-prinsip jual
beli yang didasarkan kepada al Sunnah seperti yang disebutkan di atas.

Praktek transaksi jual beli menggunakan kartu, termasuk kartu Shar-

E belum ada ketetapan hukumnya di dalam nash, baik al Qur’an maupun

~al Sunnah maka kita perlu mengkajinya lewat Ushul figh dan Kaidah-

kaidah figh. Ushul figh ialah-suatu-ilmu yang mengkaji penetapan atau

menentukan hukum yang barugdari kasus-kasus yang tidak terdapat di

dalam nash berdasarkan metode-metode |ijtihad seperti istihsan, giyas,
maslahah mursalah dan lain-lain.'® ‘Sedangkan berdasarkan Kaidah-
kaidah figh, yaitu berdasarkan kaidah-Kaidah umum yang disimpulkan
secara general dari materi figh. '

Berdasarkan” Ushul figh dikenal penetapan hukum berdasarkan

metode yang disebut maslalah mursalah! Maslalah mursalah dijadikan

sebagai dalil hukum dengan.alasan bahwa Kemashlahatan manusia selalu
berubah dan berkembang, kalau hanya berpegang kepada kemashlahatan
yang ditetapkan syariat maka banyak kemashlahatan manusia yang tidak
terakomodasi oleh syariah, hal ini tidak sesuai dengan tujuan penetapan
syariah yaitu agar tercipta kemashlahatan umat manusia. Disamping itu
kalau kita perhatikan bahwa para Sahabat, Tabi’in dan para Imam

Mujtahidin banyak menetapkan hukum dengan maslahah mursalah ini,

! Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana IImu, 2001), II, hal 303
'Y H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Figih., hal 4
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contohnya Abu Bakar menghimpun al Qur’an dan memerangi orang-

163 Muhammad Husaein Ibn Hasan al

orang yang ingkar membayar zakat.
Jaizani menjelaskan bahwa syarat-syarat penetapan berdasarkan

maslahah mursalah adalah mashlahah yang dimaksud merupakan

mashlahah yang hakiki dan bersifat umum, artinya dapat diterima akal
sehat dan dapat mendatangkan mamfaat bagi manusia dan menghindari
kemudharatan. Kedua, sejalan‘dengan fujuan syariah yaitu mendatangkan
kemashalahatan dan menghindari kemudharatan dan tidak bertentangan
dengan dalil-dalil syariah. Ketiga, ménghindani umat dari segala yang
menyulitkannya. '

Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E merupakan suatu transaksi
yang memudahkan ‘para.pemegang.kartu untuk melaksanakan jual beli
tanpa harus membawauang kontan, ‘salah satu dampak membawa uang
kontan bisa’ menggangu keamanan_orang yang membawanya. Penjual
(merchant) juga mendapatkan keamanan dari bertumpuknya uang tunai
pada tempatnya (kas) di samping mendapatkan pembukuan yang
sempurna seperti kalkulasi yang lengkap mengenai penjualan sehingga
dia dapat menilai keuntungan dan kerugian dengan baik. Oleh karena itu
sangat logis bahwa transaksi ini mendatangkan kemashlahatan baik bagi

pembeli dan penjual. Kemashlahatan ini juga tidak bertentangan dengan

163 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu., hal 85
164 Muhammad Husein Ibau Hasan al Jaizani, Ma ‘afim., hal 246
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dalil-dalil syariah dan mendatangkan kemashlahatan dan menghilangkan
kemudharatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang
melaksanakan transaksi kartu Shar-E seperti pemegang kartu, merchant

serta bank. Berdasarkan hal ini, maka transaksi kartu termasuk masahah
mursalah. Masahah mursalah  merupakan suatu mashalah yang

dibenarkan oleh syariah untuk 'dijaga dan dilaksanakan.

Ada lagi salah satu dalil dan metode penetapan hukum Islam yang
dikenal dengan ‘urf Abdul"Kamm™ Zaidan menjelaskan pengertian ‘urf,
seperti yang dikutip Satria Efendi adalah yaitu suatu kebiasaan yang
sudah lama berlangsung, dikenal dan menyatu di dalam kehidupan suatu
masyarakat baik berupa perkataan ataupun perbuatan,'®> Menurut Abdul
Wahab Khallaf ‘urfdapat dijadikan dalil penetapan hukum syariah karena
banyak kebiasaan (‘tirf) orang Arab yang diakui dan mendapatkan
ketetapan hukum dalam  syariah Islam, Seperti-adanya syarat kafa-ah
dalam perkawinan. Begitu juga Imam Malik dalam berijtihad pada suatu
hukum banyak didasarkan atas kebiasaan penduduk Madinah, sebagai
penduduk yang beliau anggap paling memahami dan menjalankan al
Sunnah. Begitu juga Imam Syaf’i ketika dia di Mesir banyak merubah
pendapat hukum yang telah dia tetapkan sebelumnya ketika beliau berada

di Bagdad disebabkan perbedaan ‘urf penduduk Mesir dan Bagdad. Oleh

163 Satria Efendi, Ushul Figh, (Jakarta: kencana, 2005), hal 153
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karena itu menurutnya apa yang dianggap manusia baik, merupakan suatu
yang dianggap mashlahah dan selalu dipraktekkan oleh manusia sebagai
suatu kebiasaan serta tidak ada larangan dari syara’ terhadap kebiasaan
tersebut maka wajib untuk memelihara kebiasaan tersebut.'®

Syarat-syarat melaksanakan ‘urf sebagai dalil penetapan hukum
yaitu; pertama, urf tersebut-adalah-urf-sahih dalam arti tidak bertentangan
dengan al Qur’an dan al Sunnah. Kedua, ‘urf itu bersifat umum, yaitu
telah menjadi kebiasaan mayoritas'masyarakat di suatu tempat. Ketiga,
suatu peristiwa yang akan dilandaskan képada ‘wrf sudah terjadi sebelum
penetapan hukumnya berdasarkan “urfi'%’

Transaksi jual beli dengan kartu debit, termasuk kartu Shar-E
merupakan kebiasaan yang ada dalam. kehidupan masyarakat saat ini yang
dibolehkan berdasarkan-‘urf. Hal/ni disebabkan tidak ada satu dalil pun
dari nash baikyal,Qur’an, maupun al/Sunnah yang/melarang kebiasaan ini.
Kedua, kebiasaan ini merupakan kebiasaan umum mayoritas masyarakat
Indonesia khususnya masyarakat yang mempunyai kartu debit, termasuk
para pemegang kartu Shar-E, merecka sering menggunakan kartu debit
ketika ingin melaksanakan jual beli. Selain itu kebiasaan ini sudah

berlangsung lama dan menyatu dalam kehidupan ekonomi masyarkat

165 Abdul Wahab Khallaf Zlmu., hal 90
167 Satria Efendi, Ushul Figh., hal 156-157
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Indonesia sehingga bisa ditetapkan kebolehan jual beli ini saat ini
berdasarkan ‘urf.

Ditinjau dari magasid al-syari'ah yang merupakan salah satu

metode ijtihad dalam penetapan syariah (hukum Islam) kerjasama ini
dibolehkan. Menurut Imam Syatibi sebagai orang yang merumuskan
maqasid al-syari'ah menjadi, metode “ijtihad yang komprehensif dan
aplikatf bahwa hendaknya penetapan_hukum yang mempunyai nilai
kebenaran yang objektif {gath i) hendaknya didasarkan pada tujuan atau
hikmah hukum (ta’lil al-ga'i).'®® Tujuan syariah yaitu mewujudkan dan
menjaga kemaslahatan- (mamfaat) |serta menghilangkan kerusakan

(mafsadah). Tujuan syariah ini merupakan dasar penetapan hukum dalam

 teori magasid al-syari'ah™® "Tujuan dari pensyariatan ini kemudian

disebut hukum umum (kulliyat), yang disimpulkan melalui penalaran
induktif dari nash\!_Hukum umum (kulliyat) '’ kemudian dikonsepsikan
menjadi tiga maslahah, yaitu dharuriyah, hajaiyyah dan tahsiniyyah. '
Ketiga maslahah ini diposisikan secara hirarkies oleh Syatibi dalam skala

prioritas penetapan hukum.'”

168

169

170

Asmuni, Penalaran., hal 169-171
Asmuni, Studi., hal 12
Tim Penulis MSI UIl, Menjawab., hal 161

""" Ibid, hal 164

172

Asmuni, Penalaran., hal 176
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Dalam metode penetapan hukum berdasarkan maqasid al-syari’ah

ini, kasus-kasus baru yang tidak terdapat dalam teks dan memerlukan
Jawaban hukum dianologikan kepada hukum umum (kulliyaf) dengan cara
mendeduksikannya berdasarkan persamaan tujuan (fa'lil al-goi).”'3
Dengan kata lain, jawaban hukum dari realitas yang memerlukan jawaban
hukum tersebut bisa didapatkan—dari~dealiktika antara hukum umum
(kulliyat) dengan realitas tersebut (juz'i). Dari dealiktika ini dapat
diketahui apakah realitas tersebut (juz i) sejalan dan sesuai dengan hukum
umum (kulliyaf). Kesamaan dan perbédaan tujuan dari hukum umum
(kulliyar) dan realitas akan menjadi jawaban tentang status hukum realitas
tersebut. '7*

Tujuan dari diselenggarakanya transaksi-jual.beli menggunakan
kartu Shar-E adalah -untuk memudahkan para nasabahnya untuk
melaksanakan jual beli: Jual\beli adalah §arana manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Jadi singkatnya tujuan diselenggarakannya layanan
tansaksi ini adalah untuk kemudahan pemenuhan kebutuhan. Kemudahan
dalam melaksanakan kebutuhan merupakan suatu bentuk kemashlahatan.

Kemashlahatan ini sesuai dengan yang disebut dengan maslahah
hajaiyyah, yaitu salah satu hukum umum (kulliyaf) dalam teori magasid

al-syari'ah. Kesamaan antara tujuan diselenggarakannya transaksi jual

'3 Tim Penutis MSI UII, Menjawab., hal 162.
1% Ibid, hal 163
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beli dengan kartu Shar-E dengan salah satu tujuan syariat atau hukum

umum (kulliyar), yaitu maslahah hajaiyyah menjadikan hukum transaksi

jual beli dengan kartu Sha-E dibenarkan dan boleh dilaksanakan.

Ditinjau dari kaidah-kaidah figh banyak kaidah-kaidah yang
mendukung terhadap kebolehan transaksi jual beli dengan kartu Shar-E,
antara lam, adalah berbunyi;, “ketentuan berdasarkan ‘urf seperti
ketentuan berdasarkan riash” 7y Maksud kaidah ini bahwa sesuatu yang
memenuhi syarat dan (ketentuan untuk ditetapkan sebagai ‘urf maka
ketentuan tersebut sama mengikatnya dengan ketentuan yang ditetapkan
berdasarkan nash.'’® Seperti/yang (télah/(dijelaskan sebelumnya bahwa
transaksi jual beli dengan kartu Shar-E memenuhi persyaratan untuk
ditetapkan_berdasarkan ‘urf.-Maka ‘ketetapan kebolehan transaksi yang
berdmkm ‘urf ini sama dengan.penctapan berdasarkan nash dari aspek
kekuatan hukumnya:

Selain kaidah ini, ada kaidah figh lainnya yang dapat dijadikan
landasan tentang kebolehan transaksi ini, yaitu; “kedudukan kebutuhan
itu menempati kedudukan darurat baik yang bersifat umum maupun

khusus”.'” Al darirah adalah suatu kondisi yang berpotensi bahaya

sedangkan  kebutuhan hidup (a/ hajah) adalah kondisi berupa

'™ Syekh Ahmad Bin Syekh Muahammad ar Razak, Syarku al Qawd 'idu al-Fighiyah,
Cetakan ke-2, (Beirut: Darul Qalam, 1989), hal 241

" H. A Djazuli, Kaidah-Kaidah., hal 85

'™ Syekh Ahmad Bin Syekh Muahammad ar Razak, Swarhu al Qawaidu al Fighiyah., hat
209
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kesulitan.'”™ Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E termasuk a/ hajah

karena adalah suatu cara manusia agar tidak kesulitan memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan pertimbangan keamanan dan lain-lain. Setiap

al darirah dibolehkan, maka setiap hajah (kebutuhan hidup) juga
dibolehkan karena menurut kaidah ini kedudukan al hajah sama dengan
kedudukan a/ dariirah.Maka-dapat disimpulkan bahwa transaksi jua! beli
dengan kartu Shar-E merupakan suatu a/ hajah. karena setiap al haiah

dibolehkan maka jual>beli dengan kartu Shar-E juga dibolehkan
berdasarkan kaidah ini.

Ada juga sebuah” dabir yang menjelaskan tentang kebolehan

transaksi| jual beli dengan kartu~Shar-E, yaitu; ‘hukum-~asal dari semua
bentuk muamalah adalah_boleh dilakukan kecuali tidak ada dalil yang

mengharamkannya "™, berdasarkan-dahit~ ini smaka jual beli dengan

kartu Shar-E dibolehkan karena tidak adanya suatu dalil pun yang
melarangnya,

Dari semua penjelasan dan analisis di atas maka dapat disimpulkan
bahwa transaksi jual beli dengan kartu Shar-E yang telah terpenuhi rukun-
rukun dan syaratnya ternyata tidak termasuk sebagai transaksi yang

dilarang oleh hukum Islam berdasarkan nash, metode-metode penetapan

' H. A. Djazuli, Kaidah-Kaidah., hal 76
' Ibid, hal 130
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hukum Islam (ijtihad) maupun kaidah-kaidah fighiyah serta dabit

Sehingga transaksi ini walaupun belum dikenal dan dilaksanakan pada
masa pewahyuan tetap mempunyai landasan hukum tetang kebolehannya
untuk dipraktekkan pada kehidupan manusia saat ini, khususnya dalam

bidang ekonomi.



BAB1V

PUNUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi dan analisis yang telah diuraikan dalam semua

pembahasan yang ada, maka dapat disimpulkan:

1.

Dalam mekanisme transaksi jual dengan kartu Shar-E terdapat berbagai
pihak-pihak yang saling berhubungan dan bertanggung jawab schingga
terbentuk beberapa akad| yang berbeda-beda namun tidak bisa dipisahkan
atu menjadi suatu sistema tercipta proses transaksi jual beli dengan kartu
debit Shar-E. Pemisahan pihak-pihak’! dan akad-akad yang ada,
menyebabkan tidak terlaksananya ‘tujuanakad atau.terjadinya transaksi
jual beli dengan kartu Shar’E.

Dalam menyediakany fasilitas=ini; BMI bekerjasama, deigan BCA. Faktor
yang menjadi dipilihnya BCA sebagai mitra dalam kerjasama ini karena
banyaknya merchant yang bergabung dengan BCA di samping juga
mempunyai jaringan “ATM~(Automated “Teller Machine) terluas di
Indonesia. Ditinjau dari presfektif syariah, kerjasama di antara bank
konvensional dan bank syariah ini dibolehkan. Kerjasama kedua bank ini
tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan boleh dilaksanakan
berdasarkan dalil-dalil penetapan syariah, yaitu al Qur’an, al Sunnah serta

ijtihad seperti magasidus al syariah, al mashlahah al mursalah disamping
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banyaknya Kaidah-kaidah fighiyah yang mendukung kebolehan kerjasama
ini.
3. Akad-akad yang terdapat dalam mekanisme dan proses transaksi jual beli
dengan kartu Shar-E dan keabsahannyanya menurut hukum Islam adalah:
a. Akad [jarah
Dalam mekanisme transaksi dengan kartu Shar-E terdapat dua
akad garah yang dilakasanakan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam transaksi ini, yaitu:
1) Akad tjarah yang terjadi antara pemegang kartu Shar-E dan
BCA.
2) Akad ijarah antara merchant dan BCA,
Kedua akadvijarah yang-dilakukan-pihak-piliak yang berakad ini
terpenuhi rukun dan syarat sahnya akad/menurut hukum Islam
b. Akad Wakalah |
Terjadinya akad wakalah dalam mekanisme dan proses transaksi
Jjual beli dengan kartu Shar-E dilakukan oleh pemegang kartu
dengan BMI. Pelaksanaan akad wakalah antara pemegang kartu
Shar-E dengan BMI pada kenyataannya memenuhi syarat sahnya
akad wakalah yang digariskan hukum Islam. Praktek wakalah
dalam pendebitan saldo rekening pemegang kartu akibat transaksi
Jjual beli dengan kartu Shar-E dan mentransfernya ke rekening

merchant dan BCA antara pemegang kartu dan BMI juga
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merupakan praktek yang tidak dilarang oleh syara’ untuk
diwakilkan. Disamping itu, ada alasan lain yang memperkuat
dibolehkan praktek wakalah antara kedua pihak ini, yaitu bahwa
wakalah dalam jual beli khususnya menunjuk seseorang menjadi
wakil untuk melakukan pembelian dibolebhkan oleh syara’ demi
suatu kemashlatan. Pembayaran adalah bagian dari suatu
pembelian, maka’ menunjuk ~; seseorang (wakil) untuk
membayarkan dana ‘dan suatu pembelian sama hukumnya dengan
menunjuk seseorang (wakil) untuk membelikan. Oleh karena itu
akad wakalah untuk—melaksanakan pembayaran baik secara
langsung ataupun dengan cara mendebit saldo rekening kemudian
mentransferkannya juga-dibelehkan oleh syara’.
Akad Jual Beli
Dalam akad jual beli dengan kartu Shar-E ini terdapat dua pihak
yang melakukan akad, yaitu pemegang kartu Shar-E dan
merchant. Ditinjau dari presfektif syariah maka dapat dipahami
bahwa jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E antara
pemegang kartu dengan merchant dapat digolongkan ke dalam
berbagai aspek, antara lain yaitu:

1) Dipahami dari aspek waktu pembayaran, jual beli dengan

menggunakan kartu debit Shar-E termasuk jual beli dengan

cara kontan. Karena pembeli (pemegang kartu Shar-E)
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memberikan kuasa kepada BMI (issuer bank) untuk

mendebit saldo rekeningnya dan mentransfer dana sebagai

pembayaran kepada merchant secara real on time (langsung)

Ditinjau dari dari macam-macam jual beli yang dilarang atau

tidak menurut syari’ah, maka jual beli antara pemegang

kartu Shar-E dengan merchant terbagi menjadi 2 macam,

yaitu:

a)

b)

Jual beli yang dilarang oleh syara’.

Berdasarkan data yang ada, ternyata jual beli antara
pemegang —kartu dengan— merchant memungkinkan
terlaksananya transaksi jual beli dengan kartu Shar-E
yang dilarang-oleh-syariah. Wahya disebabkan barang
yang dijual merchant merupakan barang yang dilarang
oleh_ syara’_untuk  diperdagangkan walaupun rukun-
rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli serta dalam
pelaksanaannya tidak melaksanakan hal-hal yang
dilarang oleh syara’

Jual beli dengan menggunakan kartu Shar-E yang
sesuai dengan syariah adalah transakasi jual beli
terhadap barang-barang merchant yang tidak dilarang
oleh syara’ dan dan dilaksanakan tanpa mengandung

dan mengarah kepada adanya gharar (kecurangan),
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jahalah  (kesamaran atau ketidakjelasan), tadlis
(menutupi cacat atau kekurungan barang), riba dan
monopoli serta terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat
sahnya jual bel seperti yang digariskan oleh syariah
4. Sebagai suatu sistem, transaksi jual beli dengan kartu Shar-E sesuai
dengan pengertian akad yang-sah-dalam_ketentuan hukum Islam,
Transaksi jual beli dengan| kartu Shar-E mengharuskan terlaksana dan
terpenuhinya keabsahan semua akad-akad yang ada dalam mekanisme dan
proses (sistem) tersebut. Apabila dalam mekanisme dan proses transaksi
jual beli dengan kartu Shar-E tidak, dilaksanakan salah satu dari semua
akad atau salah satu di antara akad-akad tersebut tidak memenuhi untuk
dinyatakan keabsahannya maka bukanlagi dinamakan.tranSaksi jual beli
dengan kartu Shar-E atau transaksi tersebut dianggap tidak sah (tidak
berlaku).
Transaksi jual beli dengan kartu Shar-E terpenuhinya keabsahan semua
akad-akad yang ada ternyata tidak termasuk sebagai transaksi yang
dilarang oleh hukum Islam berdasarkan dalil-dalil baik dari nash maupun

melalui metode penetapan hukum Islam (ijtihad) seperti maslahah
mursalah, ‘urf dan maaasid al-syari'ah. Begitu juga banyak Kaidah-

kaidah fighiyah serta dhabit yang mendukung kebolehan transaksi ini.

Sehingga transaksi ini walaupun belum dikenal dan dilaksanakan pada
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masa pewahyuan tetap mempunyai landasan hukum tentang kebolehannya

untuk dipraktekkan pada kehidupan manusia saat ini, khususnya dalam

bidang ekonomi.

B. Saran

1.

Pengetahuan terhadap akad-akad yang ada pada transaksi jual beli
menggunakan kartu Shar-E hendaknya diketahui oleh semua pihak
yang terlibat dalam pelaksanaan akad tersebut. Saat ini pengetahuan
tentang akad-akad tersebut hanya terbatas dimiliki oleh para pengurus
pusat BMI dan BCA |sebagai pembuat kebijakan terhadap produk-
produk perbankan yang-dikeluarkannya: Pengetahuaan tentang akad-
akad yang ada.dalam transaksitersebut hendaknya juga'dipunyai para
karyawan yang terkait-langsung, dengan nasabah sehingga dapat
menjelaskannya kepada para nasabah sebagai pengguna fasiltas kartu
Shar-E. Publikasi, sosialisasi dan informasi tentangi akad-akad yang
ada dalam proses transaksi jual beli menggunakan kartu Shar-E sangat
penting agar para nasabah dalam menggunakan produk layanan
perbankan tersebut dapat melaksanakannya dengan tepat dan
mendapatkan keyakinan ketika melaksanakan transaksi bahwa apa

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah,

. Peningkatan pelayanan serta pengembangan terhadap infrastruktur

seperti jaringan, teknologi hendaknya tetap menjaga dan
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memperhatikan citra BMI sebagai bank yang murni menjalankan
syariah. Salah satunya BMI harusnya terlibat dalam keputusan tentang
pemilthan merchant-merchant yang bergabung dalam transaksi jual
beli menggunakan kartu (banking card transaction), bukan hanya
keputusan BCA sepihak sebagai bank perantara yang menyediakan
fasilitas tersebut. Sehingga penggunaan fasilitas kartu Sha-E,
khususnya  transaksi jual beli dapat;dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan syariah dan 'citra, BMI_sebagai bank yang menjalankan
praktek perbankannya berdasarkan syariah tetap terjaga dengan baik
dengan tidak adanya akses-trafisaksi‘jual-beli pada merchant-merchant

yang menjual produk-produk yang dilarang syariah.
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1.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Kepada Pihak Bank Muamalah Indonesia Cab Yogyakarta:

1) Bagaimana proses dan mekanisme transaksi jual beli dengan kartu
debit ?

2) Akad-akad apa saja yang terbentuk dalam proses dan mekanisme
transaksi jual beli dengan kartu debit

3) Kerjasama dalam bentuk apa yang dilaksanakan dengan Bank central
Asia terkait dengan proses transaksi jualbeli dengan kartu debit?

4) Bagaimana pelaksanaan’kerjasama dengan Bank central Asia terkait
dengan proses transaksijual beli dengan‘kartu debit?

5) Bagaimana bentuk hubungan dan tanggung jawab dengan pemegang
kartu?

6) Bagaimana bentuk kerjasama.yang dilaksanakan dengan merchant?

7) Berapa banyak merchant yang bekerjasama dengan BMI Yogyakarta
dalam transaksi jual beli dengan nasabah BMI?

8) Sistem apa yang digunakan ketika terjadi transaksi jual beli, apakah
sistem otomatis (on-/ine) atau sistem non otomatis (off-line)

9) Keuntungan apa yang diperoleh bank dengan melaksanakan layanan
Jasa berupa penggunnaan kartu debit untuk transaksi jual beli?

10) Berapa banyak nasabah yang menggunakan kartu debit untuk transaksi

Jjual beli dalam satu bulan?



11)Apa kendala yang terjadi saat ini dalam pelaksanaan proses dan
mekanisme transaksi jual beli dengan kartu debit?

. Pertanyaan Kepada Nasabah Pengguna Kartu Debit Bank Muamalat

Indonesia

I) Kapan anda menggunakan kartu debit untuk bertransaksi jual beli?

2) Kalau anda memilih, mana yang sering anda lakukan dalam transaksi
jual beli, menggunakan kartu debit-atau.uang tunai?

3) Apa keuntungan yang<didapat)dari transaksi jual beli dengan kartu
debit?

4) Apakah anda mengetahui akad-akad’'yang ada dalam proses dan
mekanisme dalam transaksi ‘dengan- kartu debit Bank Muamalah
Indonesia pada mercahant debit?

. Pertanyaan Kepada Merchant-Yang Menerima Transaksi-Jual Beli Dengan

Kartu Debit Bank Muamalat'Indonesia

1) Bagaimana mekanisme (transaksi jual ‘beli yang dilakukan dengan
pemegang kartu debit Bank Muamalat Indonesia?

2) Bagaimana mekanisme pengambilan pembayaran dari bank yang
mengeluarkan kartu debit akibat transaksi jual beli yang dilakukan
nasabah bank yang bersangkutan?

3) Bagaimana bentuk kerjasama dan perjanjian yang dijalin dengan bank
terkait dengan transaksi jual beli dengan kartu debit?

4) Apa keuntungan yang didapat dari aspek penjualan dalam transaksi
menggunakan kartu debit ini?
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